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RANGKUMAN DARI SOURCEBOOK

Transportasi Berkelanjutan:

Suatu Sourcebook bagi Para Pengambil Kebijakan di Kota-kota Berkembang

Apakah Sourcebook itu?

Sourcebook mengenai Transportasi Perkotaan
Berkelanjutan ini mengupas permasalahan
kunci mengenai kerangka kerja transportasi

perkotaan berkelanjutan bagi kota-kota berkem-

bang. Sourcebook berisi lebih dari 30 modul
yang disebutkan di halaman-halaman berikut
ini. Ia juga diperlengkapi dengan berbagai
dokumen pelatihan dan materi lainnya yang di-
ambil dari http://www.sutp.org (and http://www.
sutp.cn untuk pengguna berbahasa China)

Untuk siapa?

Sourcebook diperuntukkan bagi para peng-
ambil kebijakan dan para penaschatnya di
kota-kota berkembang. Sasaran peruntukannya
tercermin dari isinya, yang memberi berbagai
alat kebijakan yang sesuai untuk penggunaan
di serangkaian kota-kota berkembang. Sektor
akademis (mis., universitas-universitas) juga
telah mengambil manfaat dari materi ini.

Bagaimana semestinya modul ini
dipergunakan?

Sourcebook dapat dipergunakan dengan
berbagai cara. Jika dicetak, ia harus disimpan
di satu tempat dan salinannya disampaikan
kepada para pejabat yang terlibat di dalam
masalah transportasi perkotaan. Sourcebook
dapat dengan mudahnya diadaptasi disesuaikan
dengan kesempatan kursus pelatihan singkat
yang ada, atau dapat dipakai sebagai panduan
untuk pengembangan kurikulum atau program
pelatihan lainnya seputar masalah transportasi
perkotaan. GIZ merinci berbagai paket pelatih-
an untuk modul-modul terpilih, seluruhnya
tersedia sejak October 2004 di http://www.sutp.
org atau http://www.sutp.cn.

Apa keistimewaan-keistimewaan
utamanya?

Keistimewaan utama dari Sourcebook ini

termasuk:

B Orientasi praktis, yang menitik-beratkan
pada praktek-prakeek terbaik dalam
perencanaan dan peraturan dan, di mana
memungkinkan, berbagai keberhasilan yang
dirasakan di kota-kota berkembang.

B Para penyumbang merupakan pakar terke-
muka di bidangnya masing-masing.

B Rancangan berwarna yang menarik dan
mudah dibaca.

B Bahasa non-teknis (sejauh memungkinkan),
dengan penjelasan mengenai peristilahan
teknis.

B Pemutakhiran melalui Internet.

Bagaimana cara mendapatkan
salinannya?

Versi elektronik (pdf) dari modul-modul
tersebut tersedia di http://www.sutp.org atau
http://www.sutp.cn. Oleh karena seluruh modul
senantiasa dimutakhirkan terus menerus versi
tercetak dalam bahasa Inggris tidak disediakan
lagi. Versi tercetak dari 20 modul awal dalam
bahasa China dijual di seluruh daerah China
oleh Lembaga Pers Perhubungan (Communica-
tion Press).

Komentar atau umpan balik?

Kami menerima setiap komentar atau usulan
Anda atas aspek manapun dari Sourcebook,
melalui e-mail ke sutp@sutp.org dan transport@
giz.de, atau melalui surat ke:

Manfred Breithaupt

GIZ, Divisi 44

P. O. Box 5180

65726 Eschborn, Jerman

Modul dan sumberdaya selanjutnya

Modul-modul selanjutnya diantisipasi untuk
pembahasan mengenai Pembiayaan Transpor-
tasi Perkotaan, Rekondisi, dan Pola Perjalanan
yang Terpengaruh (antara lain). Sumberdaya
tambahan saat ini sedang dikembangkan, dan
tersedia CD-ROM serta DVD yang berisi
Photo terkait dengan Transportasi Perkotaan
(beberapa photo telah dikirim ke http:/www.
sutp.org — di bagian photo). Anda juga akan
menemukan pernala yang berkaitan, referensi
terkait daftar bacaan dan lebih dari 400 doku-
men serta presentasi di http:/www.sutp.org
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Tentang penulis

Richard Meakin adalah pakar yang me-
nyandang gelar akademis di bidang hukum,
perencanaan transportasi dan ilmu politik.

Ia telah berkarir selama 35 tahun sebagai
profesional di bidang angkutan umum, diawali
sebagai manajer perusahaan bus di Inggris, lalu
dua puluh tahun sebagai perencana di instansi
pemerintah dan regulator transportasi umum di
Hong Kong, dan selama sepuluh tahun sebagai
konsultan internasional yang berpusat di Bang-
kok. Pengalamannya yang paling utama sebagai
pakar diperoleh di Hong Kong, di mana Ia
memainkan peran kunci dalam mengembang-
kan sistem transportasi angkutan umum untuk
memenuhi kebutuhan ekonomi kota yang
ekonomi dan penduduknya berkembang pesat
sementara pangsa pasar angkutan umum dari
total perjalanan dipertahankan diatas 80%.

Sebagai konsultan, Richard Meakin telah ber-
tugas di kota-kota besar di lebih dari dua puluh
negara di Asia, Afrika, Timur Tengah dan
Kepulauan Karibia. Sebagian besar penelitian-
nta terkait dengan perencanaan, tata kelola dan
regulasi angkutan umum. Klien-kliennya me-
liputi lembaga donor internasional, pemerintah
dan sektor swasta.
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1. Pendahuluan

1.1 Ruang lingkup modul ini

Bab ini memberikan panduan untuk perenca-
naan dan regulasi angkutan bus di kota-kota
besar di dunia berkembang, dimana lazim
didapati sistem angkutan umum yang ’kurang
berkembang’.

Dalam bab ini, istilah ’bus’ meliputi semua
angkutan umum berbasis jalan, baik yang
frekuensinya reguler/teratur, bertrayek tetap,
termasuk semua ukuran bus berkapasitas
9-kursi (Bali, Indonesia) hingga yang berku-
ruan 12 meter dan bertingkat (Hong Kong,
Dhaka, Mumbai) dan bus gandeng-ganda di
Curitiba, Brasil. Sektor usaha angkutan bus

di dunia terdiri dari spektrum sistem pengelo-
laan operasional yang luas, dari kepemilikan
armada secara individual dalam organisasi yang
longgar, semi-formal dan berazas kekeluargaan
(kota-kota di Indonesia, Pakistan, Bangladesh,
Filipina) hingga badan usahasa milik swasta/
korporasi besar (Singapura, Hong Kong) dan
badan usaha milik negara/publik (kota di Cina,
Bangkok, Damri di 14 kota di Indonesia, Bang-
ladesh Road Transport Corporation — BRTC di
Dhaka) (lihat Gambar 1).

Pada mumnya, tahap pengembangan sistem
bus kota mencerminkan tingkat pembangunan
ekonomi secara keseluruhan, namun terdapat
banyak pengecualian. Dalam beberapa kasus
ditemui sistem bus kota yang lebih maju daripa-
da kota-kota lain dengan tingkat kesejahteraan
yang setara di negara yang sama (misalnya
Curitiba di Brasil, dan Bogotd di Kolombia).
Contoh lain menunjukkan sistem bus kota
relatif kurang berkembang jika dibandingkan
dengan tingkat kemajuan di sektor lainnya
(seperti Kuala Lumpur).

Ada banyak hal yang dapat menjelaskan ke-
anekaragaman tingkat layanan sistem bus

kota. Diantara yang paling menonjol adalah
kota-kota yang memiliki sistem bus yang efisien
(seperti Singapura, Hong Kong, Curitiba)
dimana pemerintah membuat komitmen untuk
secara konsisten mengimplementasikan peren-
canaan jangka panjang untuk meningkatkan
layanan angkutan umum. Kebijakan-kebijak-
an ini seringkali diimplementasikan selaras
dengan pengendalian pemanfaatan lahan dan

Modul 3c: Regulasi dan Perencanaan Bus

Gambar 1

Subyek dari regulasi
bus peraturan
meliputi paratransit
di Kairo, ‘camelios’
di Havana, angkot di
Surabaya, bus gandeng
di Bangkok, hingga
bus gandeng-ganda,
berkapasitas
270-penumpang
Curitiba.

Karl Fjellstrom, Manfred
Breithaupt (Kuba), 2002
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pembangunan yang berorientasi angkutan
umum, dan juga kebijakan pembatasan peng-
gunaan kendaraan pribadi. Kebersinambungan
kebijakan di kota-kota ini biasanya mencermin-
kan kontinuitas dan kewibawaan pemerintah
kota maupun pemerintah pusat. Hal ini juga
mungkin mencerminkan pengaruh kepemim-
pinan yang kuat (Bogota, Curitiba) dan faktor-
faktor budaya dan sejarah.

1.2 Kriteria untuk mendefinisikan tingkat
pembangunan

Tingkat pembangunan sistem angkutan umum
kota dapat diukur dengan berbagai kriteria.
Kriteria berikut ini dapat membedakan sistem
angkutan umum yang berada di tingkat "bawah’
dan tingkat pembangunan yang ’lebih tinggi”

B Sejauh mana terdapat kerangka kebijakan
yang koheren;

B Secjauh mana kemampuan sistem angkutan
umum yang resmi (diregulasi secara formal)
melayani permintaan yang terus bercumbuh
atau sebaliknya, apakah sebagian besar dari
permintaan dilayani oleh angkutan informal
(sebagian besar tidak diatur) angkutan
paratransit’ (termasuk angkutan gelap, ojek,
dlsb); dan

B Sejauh mana terdapat sistem subsidisasi yang
formal.

Tiga kriteria diatas dijelaskan sebagai berikut.

Kriteria tersebut mengindikasikan:

B Scjauh mana pemerintah telah mengelola
transportasi perkotaan secara sistematik dan
koheren dibandingkan dengan cara yang
reaktif dan reaksioner terhadap masalah
yang muncul sewaktu-waktu;

B Sejauh mana pemerintah memiliki kemam-
puan administratif dan teknis yang memadai
untuk merencanakan dan mengatur pelayan-
an secara efektif; dan

B Sejauh mana ada kemauan politik untuk
membuat keputusan sulit dan tidak populis,
seperti menjaga tarif keekonomian ang-
kutaan pada tingkat yang menutupi biaya
operasional, atau mengambil kebijakan pem-
batasan penggunaan mobil pribadi.

Kebijakan dan kerangka regulasi

Adanya kebijakan yang eksplisit dan secara
khusus mendukung angkutan umum, penetap-
an hirarki moda transportasi, dan penetapan,
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merupakan ciri dari sistem yang telah maju.
Yang tidak kalah penting adalah kemampuan
untuk mengimplementasikan kebijakan terse-
but, dan untuk mempertahankan implementasi
tersebut secara progresif. Sistem yang maju
biasanya telah mengantisipasi masalah operasio-
nalisasi angkutan umum dengan kepemilikan
publik/pemerintah atau swasta, atau campuran
dari keduanya.

Paratransit

Paratransit adalah jenis angkutan umum yang
informal. Biasanya terdiri dari kendaraan

kecil, dengan kepemilikan skala kecil atau
individual, seringkali mengatur diri sendiri
atau dikendalikan oleh kelompok gelap atau
liar, pada umumnya dengan sistem setoran
(disewakan ke pengemudi harian). Paratransit
umumnya berkembang secara spontan untuk
mengisi kekosongan dalam kapasitas atau
kualitas maupun segmen tarif angkutan umum
yang resmi. Sebagai contoh 5.000 'ompreng-
an’ di Bangkok, ribuan kendaraan sewa (sewa
mobil termasuk sopir) di Buenos Aires, dan bus
umum sedang di Hong Kong. Kadang-kadang
paratransit muncul karena ketiadaan sistem
angkutan umum yang formal. Besarnya jumlah
kendaraan paratransit yang beroperasi pada
suatu kota biasanya menunjukkan kekurangan
dalam sistem angkutan umum yang formal.
Kehadiran mereka juga merupakan indikator
ketidakmampuan pemerintah untuk menjalan-
kan peraturan secara efektif, seringklai karena
kerangka regulasi yang tidak tepat. Suatu sistem
bus kota yang ’kurang maju’ dicirkan dari
paratransit yang besar (di Kota-kota Indonesia
dan Pakistan). Sektor paratransit biasanya akan
berkurang, setidaknya relatif terhadap sektor
angkutan umum secara keseluruhan seiring
dengan pembangunan sistem.

Sistem subsidisasi yang formal

Adanya sistem subsidisasi yang formal meru-
pakan indikator tahap pembangunan sistem
karena diperlukan dasar kebijakan yang kuat
(pemberian subsidi mengakui pentingnya
angkutan umum perkotaan secara sosial dan
ekonomi), kemampuan administrasi dan ana-
litis cukup tinggi, dan data penumpang, data
biaya dan data pendapatan yang akurat. Karena
subsidi diambil dari dana publik (anggaran pe-
merintah), pengelola dan penerima dana subsidi



cenderung bertanggung jawab secara politis
atas penggunaan dana tersebut. Seringkali, ber-
tambah-besarnya dana subsidi angkutan umum
yang menjadi perhatian politik, dan bukan
buruknya kualitas pelayanan.

Banyak kota-kota berkembang memiliki badan
usaha bus yang menimbulkan defisit anggaran
yang pada akhirnya ditutupi dari dana publik
’secara otomatis’. Hal ini tidak dianggap sebagai
subsidi formal per-definisi. Memang, kondisi
tersebut lazim ditemui dalam sistem yang
kurang maju dan mencerminkan dilema kebi-
jakan antara jaminan layanan publik dan target
laba atas sumber daya yang diinvestasikan.
Perlu diketahui bahwa banyak sistem angkutan
bus yang beroperasi tanpa subsidi di kota-kota
negara berkembang. Selain itu, sistem angkutan
bus yang maju seperti Curitiba dan Bogotd juga
beroperasi tanpa subsidi.

Berdasarkan tiga kriteria di atas, kota-kota besar
di Asia Selatan dan Asia Tenggara termasuk
Kolombo, Jakarta dan kota-kota besar lain di
Indonesia, Dhaka (Bangladesh), kota-kota di
Pakistan, Thailand, Filipina, (kecuali Singapura),
Afrika, Amerika Selatan (dengan beberapa pe-
ngecualian) dan beberapa kota di Timur Tengah
bisa dianggap sebagai sistem yang sedang ber-
kembang. Kota-kota negara maju seperti Eropa,
Amerika Utara dan Australia tidak termasuk.

Namun demikian, kota yang telah memiliki
angkutan umum massal kereta api, seperti
Bangkok, sistem angkutan bus-nya masih
berada dalam taraf ’kurang maju’ ditilik dari
kriteria di atas. Dengan kriteria tersebut, Hong
Kong dan Singapura diperkirakan sudah lulus
dari taraf ’berkembang’ pada pertengahan
1970-an.

1.3 Fokus dari modul ini

Tujuan dari modul ini adalah untuk menjelas-
kan prinsip-prinsip dan tata laksana untuk
membantu pihak berwenang di kota-kota
(pemerintah) dengan sistem angkutan bus yang
’kurang berkembang’. Prasyarat bagi pemerintah
yang menerima bantuan adalah sebagai berikut:
B Menyadari pentingnya dan kebutuhan untuk
mempertahankan seperangkat kebijakan
secara koheren;
B Meletakkan fondasi bagi perencanaan dan
regulasi angkutan umum yang sistematis;

Modul 3c: Regulasi dan Perencanaan Bus

B Setelah fondasi terbangun, mengidentifikasi
langkah-langkah agar sistem akan terus
berkembang, kebijakan semakin progresif,
sumber daya manusia dan sumber keuangan
tersedia, dan pengalaman diraih.

Pengelolaan angkutan umum yang efektif diba-

ngun diatas empat fondasi:

1. Kebijakan yang koberen, dan strategi
implementasi;

2. Struktur industri angkutan umum yang
mengamini persaingan sehat atau pengenda-
lian dengan regulasi;

3. Kerangka regulasi yang menyediakan dasar
hukum untuk menyeimbangkan antara hak,
kewajiban dan insentif;

4. Kelembagaan regulasi yang memiliki
kemampuan memadai dan kemandirian
(otonomi) untuk melakukan perencanaan
jaringan dasar, menjalankan peraturan dan
mengarahkan pengembangan industri ang-
kutan umum.

Modul ini akan menjelaskan dampak dari
berbagai struktur industri yang berbeda pada
"derajat kemudahan pengaturan’ dan beberapa
prinsip dasar dan tata laksana regulasi angkut-
an bus. Regulasi yang dimaksud mencakup
proses perencanaan pelayanan, dan pemantauan
kinerja.
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2. Unsur-unsur kelembagaan

Ada lima langkah penting dan hirarkis dalam

penyelenggaraan sistem angkutan umum.

1. Menyusun pernyataan visi kebijakan

transportasi perkotaan yang koberen, dan

menyusun garis-garis besar strategi im-

plementasi. Seperti dijelaskan dalam Modul

la: Transportasi Perkotaan dan Kebijakan

Pembangunan, fondasi yang kuat adalah per-
nyataan visi kebijakan transportasi perkotaan

yang jelas yang menetapkan prinsip-prinsip,
tujuan dan prioritas dari penggunaan ruang
jalan dan untuk moda transportasi umum
dan pribadi, termasuk pejalan kaki dan
kendaraan tak-bermotor. Kebijakan untuk

mengembangkan angkutan umum akan jauh

lebih efektif jika didukung oleh kebijakan
lain, terutama tata guna lahan — mendorong
pembangunan berkepadatan tinggi pada
koridor angkutan umum, dan penerapan

langkah-langkah manajemen mobilitas untuk

mengurangi penggunaan mobil.

2. Menginisiasi proses perencanaan yang
efektif. Sangat penting bagi pemerintah
kota untuk memiliki kemampuan meman-
tau sistem transportasi, menganalisis dan
mengolah data untuk memprediksi tren/
kecenderungan, dan untuk secara efektif

Kotak 1: Peraturan kebablasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi beban

kerja regulasi

Tugas/peran dari peraturan —besarnya usaha

yang diperlukan untuk mendorong operator

untuk memenuhi tujuan pelayanan- ditentukan
oleh:

B Komposisi industri: Siapa yang harus
diatur? Berapa banyak unit yang beroperasi?
Apakah kepemilikan publik/pemerintah atau
swasta? Insentif seperti apa yang diinginkan
operator? Apakah peraturan kebijakan juga
sesuai dengan kepentingan mereka atau ada
perlawanan yang mengakibatkan tingginya
kebutuhan pemantauan dan penegakan
hukum?

B Ruang lingkup dan kedalaman regulasi:
Berapa banyak parameter operasional yang
diatur (trayek, tarif, jadwal operasi, jumlah
dan jenis kendaraan, parameter lain)? Se-
berapa spesifik peraturan tersebut —apakah
semua parameter yang ditentukan secara
rinci atau ada derajat keleluasaan di mana
operator bebas untuk merespon pasar tanpa
persetujuan dari pemerintah?

Sumber: Dorsch consult, 1999

3. Menentukan komposisi dari struktur

industri angkutan umum yang tepat dan
mudabh dikelola. Komposisi dari industri

diartikan dengan jumlah kendaraan, ukuran
kendaraan dan armada, perimbangan antara
kepemilikan individual (perorangan) dan

merencanakan langkah-langkah mempe-
ngaruhi pengembangan di masa depan demi
mencapai tujuan kebijakan.

Tabel 1: Peraturan kebablasan - strategi untuk mengembalikan keseimbangan

Tujuan Strategi

Mengurangi jumlah
pemohon izin

Berinteraksi dengan sejumlah organisasi berbasis trayek (asosiasi trayek,
koperasi atau perusahaan), tidak dengan 5.600 operator kendaraan pribadi

Mengurangi Peraturan harus fokus pada perencanaan strategis dan kebijakan peraturan
kedalaman dan ruang |-berperan untuk membimbing— dan tidak pada operasional yang rinci.
lingkup kebijakan Mengalihkan tanggung jawab lebih pada koordinasi internal dari trayek dan
pengendalian aspek operasional kepada organisasi trayek.

Berikan organisasi trayek beberapa keleluasaan untuk menyesuaikan
layanan untuk memenuhi permintaan, sesuai pedoman yang diberikan.

Mengurangi Menyederhanakan kategori kendaraan dan trayek.
kompleksitas Hilangkan peraturan yang berlebihan.
peraturan Memilih operator yang terbaik melalui tender/lelang, hal ini mungkin

mengurangi kebutuhan intervensi selanjutnya berikutnya oleh regulator/
pemerintah.

Sumber: Dorsch Consult, 1999
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bentuk badan usaha lain, dan menentukan
sejauh mana diperlukan kepemilikan publik/
pemerintah. Dalam banyak kasus komposisi
industri mudah berubah karena sarat kepen-
tingan dalam mempertahankan status quo.
Umumnya pra-kondisi untuk peraturan yang
efektif adalah dikonsolidasikannya kepemi-
likan usaha yang sebelumnya terfragmentasi
ke dalam suatu organisasi yang kohesif, mini-
mal untuk satu trayek.

4. Mengembangkan kerangka regulasi yang

tepat. Kerangka regulasi harus menentukan
kewenangan, tugas dan kebebasan dari
pemerintah dan operator. Perimbangan ke-
wenangan mengarahkan dan sistem insentif
harus disusun secara efektif mendorong
pengusaha angkutan umum untuk mema-
tuhi peraturan dan rencana pemerintah (lihat
kotak "Peraturan Kebablasan™).

5. Membentuk lembaga perencanaan dan
regulator yang efektif Lembaga perencana-
an dan regulator harus dibentuk sedemikian
ruap dan harus sepenuhnya mampu menja-
lankan fungsi perencanaan dan menegakkan
peraturan secara baik. Ada banyak contoh
dimana lembaga yang dibentuk ternyata
tidak mampu menjalankan fungsi perencana-
an dan menegakkan peraturan, baik karena
komposisi industri terlalu terfragmentasi
atau karena instrumen peraturan yang tidak
sesuai dengan struktur industri dan tujuan
kebijakan. Di beberapa kota kerangka

Modul 3c: Regulasi dan Perencanaan Bus

regulasi mewarisi era pemerintahan sebelum-
nya yang tidak lagi mampu mengatur struk-
tur industri yang ada saat ini secara efektif.
Dalam hal terjadi ’peraturan kebablasan’
yang memungkinkan regulator untuk mene-
gakkan peraturan secara berat sebelah. Hal
ini sering mengakibatkan praktek-praktek
birokrasi yang korup dan ’kevakuman per-
aturan’ yang diselewengkan oleh organisasi-
organisasi gelap.

“Kekurangan yang terkandung

dalam sistem ini tidak bisa diatasi
oleh serangkaian tindakan yang
terfragmentasi. Permasalaban juga
tidak dapat diselesaikan dengan

investasi fasilitas baru. Sebaliknya,

yang dibutubkan adalah reformasi

organisasi di sektor angkutan umum
dan kerangka regulasi, bersama

dengan langkah-langkah pembatasan

pertumbuban lalu lintas jalan raya

dan juga dampaknya.”

Konsultan Dorsch, BUIP, 1999

Keima langkah kunci dalam mengelola sistem
angkutan bus kota akan dibahas secara lebih
rinci berikut ini.
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3. Kebijakan angkutan umum

3.1 Ruang lingkup dan isi kebijakan

Perumusan, menyepakati dan mengawal kebi-
jakan angkutan umum yang koheren dan realis-
tis, yaitu dengan memperhatikan keterbatasan
sumber daya, merupakan dasar dari regulasi
dan perencanaan sistem angkutan umum bus.

Kebijakan angkutan umum akan menjadi salah
satu komponen dari kebijakan transportasi
perkotaan yang lebih luas yang akan berbicara
mengenenai kebijakan pembangunan perkotaan
yang lebih luas, termasuk sosial, ekonomi, ling-
kungan dan tata ruang.

Kebijakan angkutan umum di masing-masing
kota yang berbeda di negara yang sama pada
umunya mengacu pada prinsip yang sama,
yang dipayungi oleh undang-undang. Dengan
demikian, ada suatu kebijakan nasional angkut-
an umum perkotaan, yang menentukan tujuan,
strategi, prioritas dan program secara nasional.
Atau, dapat pula kebijakan angkutan umum
untuk suatu kota jauh berbeda dengan kota
lain (seperti misalnya, kebijakan pembangunan
yang terintegrasi dan kebijakan transportasi di
Curitiba berbeda dengan Sao Paulo meskipun
keduanya sama-sama di negara Brasil).

Ketiga prinsip kebijakan berikut ini telah
memberikan pijakan bagi suksesnya kebijakan
angkutan umum di Singapura dan Hong Kong
selama sekitar tiga puluh adalah titik awal yang
sangat baik dan sangat dianjurkan untuk kota-
kota besar berpenduduk padat:

B Mengembangkan infrastruktur transportasi;
B Memperbaiki sistem angkutan umum;

B Mengelola permintaan penggunaan jalan.
Di beberapa negara, dominasi ibukota negara
dalam segi ekonomi dan jumlah penduduk
yang tidak proporsional memerlukan langkah-
langkah kebijakan khusus, antara lain dengan
ketentuan untuk menggunakan bus besar,
pngembangan angkutan umum massal kereta

api, dan pembatasan penggunaan mobil pribadi.

Suatu kebijakan angkutan umum harus mem-

bahas isu-isu berikut:

B Target proporsi pangsa moda angkutan
umum dan kendaraan pribadi di masa yang
akan datang dan sejauh mana investasi,
kebijakan fiskal dan manajemen lalu lintas

mendukung penggunaan angkutan umum
ketimbang kendaraan pribadi;

B Sejauh mana kekuatan pasar (sebagai
peyeimbang komando pemerintah) harus
digunakan sebagai insentif untuk mengem-
bangkan sistem angkutan umum;

B Apakah tarif perlu dikendalikan untuk
menjamin keterjangkauan oleh kelompok-
kelompok berpenghasilan rendah atau
ckonomi lemah, apakah tarif dibuat rendah
dengan subsidi dan, dalam apabila demikian,
bagaimana cara menjamin efisiensi dan daya

tanggap terhadap kebutuhan.

“Suatu kebijakan angkutam

umum yang koheren dan realistis,
dimana keterbatasan sumber daya
diperhatikan, merupakan fondasi
untuk regulasi dan perencanaan

angkutan umumbus.”

Kebijakan transportasi perkotaan harus dipub-
likasikan secara luas untuk konsultasi publik
dengan para pemangku kepentingan dan ma-
syarakat, termasuk dalam musyarawah warga.
Bilamana ada masukan terhadap kebijakan
tersebut, maka revisi dapat dilakukan setiap dua
sampai tiga tahun jika dianggap perlu. Proses
konsultasi publik, terutama jika mengerucut
pada suatu mufakat, dapat memperkuat posisi
dan kewenangan lembaga pemerintah dalam
menjawab penolakan terhadap program-program
yang diusulkan. Dalam banyak bidang trans-
portasi, kepentingan segelintir kelompok harus
diimbangi dengan manfaat bagi masyarakat luas.

3.2 Strategi

Visi kebijakan perlu didukung dengan strategi.
Strategi adalah langkah-langkah yang diambil
untuk mengimplementasikan kebijakan. Stra-
tegi harus dilengkapi dengan target dan jangka
waktu. Di suatu kota berkembang, strategi
dapat mencakup:

B Menentukan prioritas alokasi ruang jalan
antara jaringan utilitas, sempadan, fasiltas
pejalan kaki, fasilitas kendaraan tak-bermo-
tor, kendaraan angkutan umum dan halte-
nya, kendaraan yang diparkir dan kendaraan
yang bergerak;



B Meningkatkan kapasitas dengan rekayasa/
manajemen lalu lintas dan langkah-langkah
penegakan hukum untuk meningkatkan
kecepatan rata-rata bus sehingga mencapai
15-18km/jam, dapat juga dengan jalur bus-
prioritas bilamana perlu;

B Membangun institusi yang lebih efektif
untuk implementasi kebijakan dan produk
rencana;

B Menandingi atau mengurangi peran/pangsa
moda paratransit schingga mencapai target
tertentu, dengan membatasi mereka pada
trayek-trayek sekunder saja, dengan strategi
progresif menciptakan persaingan sehat dan
melakukan pembatasan, dan mengkonso-
lidasikan kepemilikan yang terfragmentasi
menjadi perusahaan atau koperasi untuk
memudahkan pengendalian;

B Merevisi undang-undang lalu lintas jalan
dan angkutan jalan dan juga sistem lisensi
(perizinan trayek) yang sesuai;

B Memastikan bahwa angkutan umum mem-
berikan pelayanan yang komprehensif, aman,
menjangkau wilayah kota, dan menyediakan
kualitas tinggi, termasuk layanan premium
(ber-AC, tempat duduk memadai);

B Memastikan penyediaan infrastruktur yang
memadai termasuk halte bus, tempat penam-
pungan, sandaran bus, terminal dan ruang
untuk putar-balik arah;

B Memberikan prioritas pada pejalan kaki
yang hendak menuju halte bus dan terminal.

Kombinasi dari target kebijakan yang akan

dicapai sangat bergantung pada status kinerja

sistem angkutan bus saat. Kinerja dapat diukur
dengan berbagai kriteria:

B Kinerja yang dicapai di kota-kota lain yang
sebanding;

W Kriteria kinerja (daftar lengkap akan disam-
paikan dibawah ini);

B Umpan balik dari pengguna dan pengguna
potensial, baik keluhan dan saran, baik yang
bersifat spontan maupaun melalui survei
pendapat yang sistematis.

Modul 3c: Regulasi dan Perencanaan Bus

4. Proses perencanaan

Pada mumnya, dalam sistem transportasi yang
diregulasi, pemerintah menyiapkan rencana
operasional yang kemudian diimplementasikan
oleh operator yang merespon arahan pemerin-
tah dan juga sistem insentif tertentu.

Dalam sistem yang sudah di-deregulasi, pe-
merintah mungkin tidak lagi melakukan pe-
rencanaan pelayanan, tetapi cukup memantau
permintaan penumpang dan penyediaan layan-
an dan mungkin ikut mengintervensi bilamana
pasar tidak memberikan layanan pada trayek-
trayek tertentu yang dianggap penting.

Bagian ini memaparkan tiga elemen dasar dari
proses perencanaan:

1. Masukan (input);

2. Proses; dan

3. Hasil (outpu).

4.1 Struktur industri

Perencanaan pelayanan dan penentuan trayek
Bus tidak perlu canggih atau membutuhkan
sumber daya yang besar, tetapi harus progresif,
sistematis dan realistis. Banyak dinas trans-
portasi di negara berkembang tidak melakukan
proses perencanaan yang sederhana karena ku-
rangnya sumber daya manusia yang profesional
tidak tersedia dan mungkin dirasakan kendala
berat untuk merubah perilaku operator.

Dimana industri bus kota terdiri dari beberapa
operator besar, terutama jika mereka memiliki
izin wilayah atau ’zona konsesi’ dan kerangka
regulasi memberikan tanggung jawab untuk
menyediakan layanan yang memadai dalam
wilayah tersebut, tanggung jawab untuk meren-
canakan layanan dapat diberikan kepada ope-
rator. Namun, pemerintah tetap menjalankan
fungsi-fungsi perencanaan strategis, misalnya
meramalkan perubahan dalam permintaan dan
menyesuaikan zona konsesi dan elemen-elemen
kontrak untuk memastikan kebutuhan masa
depan terpenuhi.

Manakala industri angkutan umum terfragmen-
tasi, yaitu terdiri dari banyak operator skala kecil,
terutama jika beberapa operator tersebut berada
dalam trayek yang sama, maka operator tidak
mungkin melakukan perencanaan. Dalam hal
ini, pihak pemerintah bertanggung jawab untuk
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menyusun rencana dan penentuan trayek, freku-
ensi minimum pelayanan, jam operasi dan juga
tarif bila perlu. Suatu mekanisme dibutuhkan
untuk membuat insentif bagi operator untuk
bekerja sama membuka trayek baru dan/atau pe-
rubahan trayek yang sudah ada, atau harus ada
instrumen yang mengharuskan para operator
untuk melakukan perubahan yang diperlukan
untuk meningkatkan pelayanan. Sebagaimana
akan dibahas lebih lanjut, pada prakteknya hal

ini sangat sulit untuk dilaksanakan.

Dalam suatu sistem campuran antara operator
kecil dan besar, pemerintah bisa melakukan
perencanaan trayek untuk sektor skala kecil,
sementara operator besar, termasuk operator bus
milik negara, melakukan perencanaan mereka
sendiri dan menyerahkan proposal mereka
kepada pemerintah untuk dimintai persetujuan.
Pemerintah kemudian akan mempelajari dan
memeriksa rencana yang diajukan oleh operator
besar untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan
kebijakan terpenuhi secara keseluruhan dan

membereskan konflik-konflik apabila ada.

Model perator monopolistis juga memiliki
masalah perencanaan dan regulasi. Monopoli
melemahkan insentif untuk melakukan efisiensi
dan responsif terhadap kebutuhan dan rentan
terhadap beban sosial dan kendala pengendalian
tarif. Karena tingkat persaingan sangat rendah,
dan biasanya kinerja tidak bisa dibandingkan
dengan operator lain.

Jangka watku dan siklus perencanaan

Perencanaan angkutan umum bus adalah
sebuah proses berupa siklus yang menerus naik.
Tahapan dalam siklus perencanaan ditunjukkan
pada Gambar 2. Siklus dapat berulang setiap
tahun sesuai kapasitas kelembagaan atau
bilamana sistem transportasi sedang meng-
alami perubahan yang cepat. Apabila sistem
sudah cukup stabil dan kapasitas kelembagaan
terbatas, siklus cukup diulang setiap dua tahun.
Di kota yang terkendala sumber daya profe-
sional dan banyaknya pemangku kepentingan,
perombakan besar mungkin sulit dilakukan,
sehingga perubahan menerus lebih bijaksana.

Siklus perencanaan yang baik adalah sebagai

berikut:

B Dua sampai tiga tahun diperlukan untuk
perubahan yang meliputi perluasan layanan
ke daerah pengembangan baru dan yang

membutuhkan pembangunan infrastrukeur
baru seperti terminal dan depot/pool. Kebu-
tuhan akan infrastruktur angkutan umum
baru perlu disadari, dan dilakukan pada
tahap sangat awal dalam proses perencanaan
pembangunan. Waktu untuk pembebasan
lahan dan membangun terminal bus baru
bisa memakan waktu lebih dari dua tahun.

B Dua tahun diperlukan untuk perubahan
jaringan trayek yang membutuhkan akuisisi
dan pembiayaan sejumlah armada bus besar,
atau di mana proses tender diperlukan.
Waktu pengadaan bus baru bisa lebih dari
satu tahun.

B Untuk jaringan yang relatif kecil, dengan
banyak operator skala kecil, dan dengan
kendaraan kecil yang diproduksi massal,
siklus perencanaan cukup satu tahun atau
enam bulan.

Rencana tahunan sementara harus diterbitkan
dalam format draft yang kemudian dijadikan
bahan konsultasi publik dengan pengguna dan
stakeholder sebagai bagian wajib dari siklus.

4.2 Input perencanaan

Tujuan perencanaan secara luas adalah meng-
identifikasi seberapa jauh kebutuhan pengguna
angkutan umum dan pengguna potensial telah
terpenuhi, dan untuk menutup kesenjangan
antara apa yang diberikan dan apa yang dibu-
tuhkan. Dengan demikian terdapat dua elemen:
B Mengevaluasi seluruh layanan yang tersedia;
B Membuat keputusan mengenai jenis layanan
apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi
permintaan, atau untuk memenuhi tujuan

kebijakan.

Input untuk proses perencanaan adalah:

B Tujuan kebijakan;

B Status dan kinerja sistem transportasi yang
ada, diukur dengan berbagai parameter yang
berasal dari program pemantauan kinerja
secara sistematis dan umpan balik dari peng-
guna dan stakeholder;

B Perubahan infrastruktur operasional (jalan
baru, terminal, skema manajemen lalu lintas,
perubahan kecepatan lalu lintas, prioritisasi
bus);

B Faktor pasar (perkiraan total permintaan
transportasi angkutan umum, sebaran
penduduk, perumahan baru, area komersial
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Gambar 2
Siklus perencanaan.



Minibus (angkot)
produktivitas

rendah di Bali

Waktu yang dihabis-
kan menunggu di
terminal memiliki
dampak yang signifik-
an pada produktivitas
kendaraan. Di Denpasar,
Bali, ditemukan bahwa
kebanyakan minibus
dikelola hanya berjalan
60-80 km setiap hari,
sekitar empat perjalanan
pulang-pergi. Sebuah
kendaraan angkot khas
di Denpasar menghabis-
kan sekitar 5 jam, 21%
dari hari, beroperasi

di jalan dan lain 5

jam di terminal me-
nunggu dalam antrian
keberangkatan.

Sumber: BUIP Public Transport

Study. Final Report. Dorsch
Consult 1999.
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baru, area ritel baru, fasilitas pendidikan
baru atau industri, tingkat kepemilikan
mobil dan sepeda motor, harga bahan bakar
dan biaya registrasi kendaraan, tarif dan
pengendalian parkir, perubahan dalam ka-
pasitas atau tarif dari mode transportasi yang
bersaing, baik yang legal maupun gelap);

B Tingkat pendapatan — ekonomi yang
berkembang pesat akan diikuti dengan me-
ningkatkan tingkat kepemilikan kendaraan
pribadi apabila sistem angkutan umum tidak
mampu memenuhi meningkatnya aspirasi
akan kenyamanan dan kemudahan bertran-
sportasi. Pasar transportasi mulai membeda-
kan permintaan untuk berbagai tingkat tarif
dan kualitas pelayanan pada tahap dini;

B Kelembagaan dan hukum.

Karena perencanaan adalah suatu siklus proses
yang terus menerus, data mengenai status dan
kinerja sistem transportasi harus dipantau
secara berkesinambungan pula. Data akan men-
cakup indikator kinerja kuantitatif serta indi-
kator yang mengukur sejauh mana permintaan,
dalam hal kuantitas dan kualitas layanan, telah
tercapai. Data yang diperlukan akan dijelaskan
berikut ini.

4.21 Indikator kinerja

Sumber daya yang digunakan untuk penyeleng-
garaan angkutan umum bus harus digunakan
seoptimal mungkin sehingga produktif dan
efisien. Dengan demikian, diperlukan evaluasi
kinerja operasional layanan bus dan standar
layanan yang dijanjikan kepada pengguna
(Standar Pelayanan Minimum). Indikator ki-
nerja yang ditentukan secara seksama dapat me-
nyoroti kelemahan dari pelayanan dan menun-
jukkan di mana perbaikan yang perlukan dan
menjadi sarana untuk mengevaluasi perbaikan
dan perubahan.

Pemantauan harus berdasarkan data yang dapat
relatif mudah diperoleh tanpa terlalu meng-
andalkan data yang diajukan oleh operator.
Survei lapangan diperlukan untuk mendapat-
kan beberapa data. Indikator kinerja utama ope-
rasional berikut ini sangat dianjurkan (beberapa
parameter diambil dari World Bank Technical
Paper No 68 berjudul Meningkatkan Standar
Layanan Bus dan Menurunkan Biaya):
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Volume penumpang

Indikator yang paling mendasar dari produk-
tivitas adalah jumlah penumpang terangkut
dalam kaitannya dengan kapasitas sistem. Hal
ini diukur oleh rata-rata jumlah penumpang per
bus operasi per hari. Indikator dapat digunakan
pada seluruh jaringan, maupun per operator.
Suatu perusahaan bus yang sehat, dikelola
dengan baik dan dengan permintaan yang
tinggi sepanjang hari biasanya mencapai hingga
1.000 penumpang per bus per hari untuk bus
tunggal dengan kapasitas maksimal 80. Pada
tahun 2003, dua operator bus terbesar di Hong
Kong, KMB dan Citybus, mengangkut 780
dan 700 penumpang per hari per bus. Trayek
minibus 16-kursi di Hong Kong mengangkut
sekitar 500 penumpang per hari. Di Bali pada
tahun 1999 volume penumpang rata-rata adalah
sekitar 70 penumpang per hari untuk kenda-
raan 9-kursi.

Ukuran produktivitas lainnya adalah:

B Penumpang per perjalanan yang ditempuh
bus (penumpang/bus-km);

B Jumlah perjalanan pulang-pergi yang ditem-
puh oleh setiap kendaraan per hari.

Pemanfaatan armada

Proporsi dari armada bus yang dioperasikan
tiap harinya menunjukkan efektivitas peng-
adaan bus, perawatan, dan ketersediaan staf.
Suatu perusahaan bus yang dijalankan dengan
baik akan mencapai utilisasi armada sebesar
80—85 persen.

Di banyak kota-kota berkembang bus dimiliki
perorangan atau kelompok kecil, kebanyakan
dioperasikan oleh pemilik/pengemudi. Karena
tekanan politik dan lemahnya pemantauan,
jumlah izin trayek dan kendaraan seringkali
berlebihan relatif terhadap jumlah penumpang,
dan kendaraan tak ber-izin juga mungkin ber-
operasi. Sebagai konsekuensi dari kelebihan
kendaraan, antrian di terminal terjadi untuk
mendapatkan jumlah penumpang yang
memadai.

Panjang tempuh kendaraan (bus-kilometer)

Indikator lain dari produktivitas armada bus
adalah jarak total yang ditempuh oleh bus
dalam pelayanan, biasanya dinyatakan dalam
kilometer rata-rata per bus per hari operasi.



Suatu layanan bus yang cukup baik mencapai
sekitar 210-260 bus-kilometer per bus per hari.

Panjang trayek dan jumlah perjalanan pulang
pergi per kendaraan per hari juga wajib dipan-
tau (didata). Umumnya, trayek yang panjang
lebih rentan terhadap gangguan tundaan akibat
kemacetan lalu lintas. Penjadwalan juga terken-

dala oleh hal ini.

Kerusakan dalam pelayanan

Proporsi bus yang mengalami gangguan (rusak,
mogok) dalam jam pelayanan merupakan
indikator dari usia kendaraan, jenis kendaraan,
pemeliharaan dan perilaku pengemudi. Armada
bus yang cukup terawat baik tidak akan meng-
alami gangguan lebih dari 8—10 persen setiap
hari dari total bus yang beroperasi. Operator
dengan armada modern, terawat dengan baik
dapat mencapai tingkat kehandalan yang sangat
tinggi. Operator bus terbesar di Hong Kong,
KMB, melaporkan bahwa rata-rata jumlah ke-
rusakan dalam pelayanan adalah satu per 2.759
perjalanan pada tahun 2003.

Konsumsi bahan bakar

Konsumsi bahan bakar tergantung pada ukuran
dan beban kendaraan, bahan bakar dan jenis
mesin dan alinyemen jalan serta kondisi lalu
lintas pada trayek. Pemeliharaan dan peri-

laku pengemudi juga memiliki pengaruh yang
cukup besar. Konsumsi bahan bakar dari suatu
sistem yang berjalan baik adalah sekitar 20-25
liter per 100 kilometer untuk minibus.

Rasio pegawai

Angka rata-rata pegawai operasional, adminis-
trasi dan staf pemeliharaan per bus merupakan
indikator efisiensi yang penting pada tingkat
perusahaan. Angka yang dianggap cukup efisi-
en adalah empat pegawai per bus. Perhitungan
jumlah pegawai juga harus menggambarkan
keperluan tenaga konduktor, jumlah shift per
hari, bisa dua atau tiga, dan pekerjaan yang di-
pihak-ketiga-kan (outsourcing) seperti perawat-
an dan pembersihan armada.

Kecelakaan

Tingkat kecelakaan memberikan indikasi
standar perilaku pengemudi dan pemeliharaan,
tetapi sangat dipengaruhi oleh kondisi lalu
lintas, khususnya volume pejalan kaki. Oleh
karenanya perbandingan harus dibuat dengan

Modul 3c: Regulasi dan Perencanaan Bus

jenis kendaraan lain yang beroperasi di daerah
yang sama. Dalam perusahaan bus yang baik
dan beroperasi dalam kondisi rata-rata, tingkat
kecelakaan adalah sekitar 1,5-3,0 per 100.000
kilometer tempuh bus. Di banyak negara data
kecelakaan tidak bisa diandalkan sepenuhnya,
baik analisis maupun mekanisme publikasinya,
sehingga sangat sulit untuk memperkirakan
tingkat tanpa survei khusus. Perusahaan bus
KMB di Hong Kong melaporkan 2,7 juta kilo-
meter per satu kecelakaan yang menimbulkan
cedera pada tahun 2003.

Kilometer mati

Kilometer mati, atau kilometer-kosong, adalah
kilometer tempuh bus yang terjadi ketika
sebuah bus yang dioperasikan tidak meng-
angkut penumpang atau tidak menghasilkan
pendapatan. Perjalanan ini terjadi ketika bus
adalah perjalanan antara terminal dan depot/
pool atau dari tempat parkir bermalam. Dalam
sistem yang terdiri dari kepemilikan minibus
perorangan, kendaraan dapat diparkir dekat
rumah pemilik (dan juga pengemudi), dan
kendaraan dapat digunakan untuk mengangkut
keluarga (keperluan pribadi), sehingga sulit
untuk dibedakan dari perjalanan pelayanan.

Biaya operasional

Biaya operasional bus sangat bergantung pada
biaya tenaga kerja lokal dan biaya bahan bakar,
tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efisiensi
operasional dan efisiensi manajemen dan junga
oleh kondisi lalu lintas dan jalan.

Di Sri Lanka pada tahun 2003 diperkirakan
bahwa biaya operasi dasar, bus berjenis casis
truk adalah sekitar LKR 47 (USD 0,46) per
km., termasuk penyusutan. Perusahaan KMB
di Hong Kong, dengan armada bus tingkat
ber-AC berusia rata-rata 7,4 tahun melaporkan
biaya operasi sebesar HKD 15,03 (USD 1,94)
per km pada tahun 2003.

Pemilihan jenis kendaraan yang tepat dan
kapasitas bus merupakan aspek penting dari
perencanaan angkutan umum dan analisis
ini harus diterapkan pada setiap trayek dalam
rangka optimalisasi biaya.

Rasio operasi

Pendapatan operasional harus dapat menutupi
biaya dan menghasilkan surplus yang cukup
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Persepsi layanan bus
besar di Indonesia

Hasil dari survei wa-
wancara angkot (kecil,
minibus sempit 12-kursi)
di Bandung, Indonesia,
menunjukkan tingkat ke-
puasan dan kenyaman-
an layanan yang relatif
rendah. Namun, ketika
ditanya apakah mereka
lebih suka naik bus
biasa (besar/sedang),
sekitar 70% menjawab
bahwa mereka tidak
memiliki preferensi
(33%) atau lebih memilih
kendaraan minibus
(837%). Hasil ini mungkin
mencerminkan kenya-
taan bahwa pengguna
angkutan tidak meng-
aitkan bus besar dengan
layanan yang lebih baik.
Bus besar di Bandung
hanya dioperasikan oleh
Damri, operator bus
milik negara. Bus Damri
yang kurang terpelihara,
tidak dapat diandalkan,
dan kelebihan muatan
parah, sehingga tingkat
kenyamanan dan ke-
mudahan yang sangat
rendah. Persepsi yang
sama juga ditemui di
Surabaya, Indonesia,
dimana bus besar iden-
tik dengan pelayanan
yang buruk, rendahnya
keamanan pribadi (misal
dari pencopet).

Pengalaman dari Dhaka

Bangladesh Road
Transport Corporation
(BRTC) di Dhaka telah
terpaksa untuk menye-
wakan bus single (tung-
gal) dan double-deck
(bus tingkat) kepada
pengemudi (banyak dari
mereka bukan pegawai)
baik untuk sewa harian
atau jangka panjang
dalam upaya mengu-
rangi masalah kebocor-
an pengelolaan penda-
patan dan hubungan
kerja dengan karyawan
yang alot.



Biaya total perjalanan

Biaya total perjalanan
menghitung nilai total
uang dan waktu yang
dihabiskan dalam perja-
lanan, termasuk waktu
berjalan, waktu tunggu,
ongkos (dikonversi ke
menit apa bila meng-
gunakan satuan nilai
waktu), waktu selam
di-kendaraan, berjalan
waktu untuk tujuan akhir.
Biasanya, waktu berja-
lan dan menunggu yang
dianggap sebagai beban
yang lebih besar dan
diperhitungkan dengan
bobot (faktor pengali)

2 kali lebih besar dari
waktu dalam kendaraan.
Ketidaknyamanan/pe-
nalti dari naik dan turun
untuk transfer juga di-
tambahkan dalam biaya
total perjalanan, yang
berguna untuk menghi-
tung ketidaknyamanan
dari perjalanan tidak
langsung (perlu transfer).
Waktu tunggu yang lebih
lama ditambahkan pada
simpul-simpul dimana
atau sebagai faktor
pengali waktu di dalam
kendaraan pada saat
layanan padat, yang
dapat digunakan untuk
merepresentasikan
kemacetan.
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untuk menyediakan dana investasi dan
pengembangan. Rasio operasi didefinisikan
sebagai pendapatan total dibagi dengan biaya
operasional termasuk depresiasi, dan harus
berada di kisaran 1,05-1,08.

Di kota-kota yang sebagian besar angkutan
umumnya dilayani oleh operator skala kecil
atau kepemilikan perorangan, umumnya
pengemudi menyewa kendaraan setiap hari
(sistem setoran). Pemilik menerima pendapatan
tetap dan teratur yang memberikan laba atas
investasinya. Di lain pihak, pengemudi perlu
memaksimalkan jumlah penumpang agar dapat
menutupi sewa kendaraan, biaya bahan bakar
dan untuk menyisakan penghasilan. Dengan
sistem setoran ini pengemudi memiliki insentif
untuk mengemudi dengan cepat (mengeburt)
dan mengangkut penumpang berlebih untuk
memaksimalkan pendapatan. Mereka enggan
beroperasi pada waktu dan lokasi di mana
permintaan rendah. Karena baik pemilik
maupun pengemudi tidak bertanggung jawab
atas keteraturan keseluruhan pelayanan, timbu
masalah besar dalam menjaga keamanan dan
kualitas layanan. Sistem sewa harian (setoran)
berkembang sebagai tata kerja sederhana karena
hanya memerlukan sedikit manajemen dan se-
dikit akuntabilitas. Pemilik tidak dapat dengan

mudah mengevaluasi rasio operasi yang sebe-

narnya karena pendapatan total tidak diketahui.

4.2.2 Indikator kualitas layanan

Pendahuluan

Tingkat layanan yang dianggap baik berbeda
dari satu negara ke negara lain dan sangat dipe-
ngaruhi oleh tingkat pendapatan, nilai waktu
perjalanan, kondisi geografis dan iklim, keter-
sediaan moda alternatif, tradisi dan adat, sikap
masyarakat dan karakteristik etnis.

Namun demikiat, hasil riset yang dilakukan

di seluruh dunia berulang kali menunjukkan
bahwa pengguna angkutan umum mengutama-
kan keterandalan sebagai kualitas layanan yang
paling penting dari jasa angkutan, diikuti oleh
frekuensi layanan dan kecepatan perjalanan. Ini
adalah kunci untuk menjaga ’biaya total per-
jalanan’ keseluruhan tetap rendah. Sementara
kebijakan pemerintah cenderung fokus pada
menjaga tarif serendah mungkin, ketersediaan
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dan kualitas pelayanan dianggap lebih penting
oleh pengguna.

Meskipun tidak ada bakuan standar yang dapat
diterapkan secara universal mengenai kualitas
layanan bus, sejumlah atribut dapat diukur.

Waktu tunggu

Waktu tunggu penumpang merupakan faktor
utama dalam keseluruhan kualitas layanan. Di
negara berkembang waktu tunggu rata-rata
harus dalam wilayah 5-10 menit, dengan
maksimal 10-20 menit. Waktu tunggu paling
rendah berlaku untuk perjalanan yang cukup
singkat dengan frekuensi layanan tinggi dan
waktu tunggu yang tinggi akan berlaku untuk
perjalanan panjang dan frekuensi layanan

rendah.

Mengganti jasa paratransit yang terorganisir
longgar dengan layanan yang terkoordinasi,
bahkan tanpa menambah kendaraan, cende-
rung membuat frekuensi layanan lebih teratur
dan mengurangi waktu tunggu rata-rata, serta
menghilangkan waktu tunggu yang sangat
panjang yang kadang-kadang terjadi dalam

pelayanan paratransit.

Waktu tunggu tidak perlu diukur secara lang-
sung dan dapat dievaluasi dengan memantau
hal berikut ini:

B Frekuensi kendaraan (headways) sepanjang
hari untuk memperkirakan waktu menung-
gu rata-rata;

B Volumen beban kendaraan dan permintaan
penumpang di sepanjang rute untuk meng-
identifikasi situasi kelebihan muatan yang
berakibat pada peningkatan waktu tunggu.

Jarak berjalan kaki ke rute bus

Jarak yang ditempuh penumpang dengan berja-
lan kaki ke dan dari halte bus adalah indikasi
dari keterjangkauan jaringan layanan bus.
Dalam jaringan yang cukup baik, penumpang
dapat naik bus dalam radius 300-500 meter
dari rumah mereka atau tempat kerja. Jarak
lebih dari 500 meter dapat diterima untuk
pemukiman berkepadatan rendah, tetapi jarak
berjalan maksimum tidak boleh melebihi satu
kilometer.

Waktu perjalanan

Penumpang tidak bisa diharapkan rela meng-
habiskan lebih dari dua sampai tiga jam setiap



hari untuk bepergian ke dan dari tempat kerja
(pintu ke pintu) di daerah perkotaan terbesar,
dan kurang dari itu untuk kota yang relatif
kecil. Kecepatan bus rata-rata tidak boleh
turun hingga di bawah 10 km/jam di daerah
perkotaan yang padat dengan lalu lintas cam-
puran (tanpa jalur bus prioritas) dan dalam kota
bekepadatan sedang hingga rendah, kecepatan
diharapkan mencapai sekitar 25 km/jam. Rata-
rata waktu perjalanan dengan moda-moda
utama pada jam puncak pagi di Bangkok tahun
1995 adalah:

B Bus: 64 menit;

B Mobil pribadi: 55 menit;

B Sepeda motor: 34 menit.

Studi Pemodelan dan Data Transportasi Perko-
taan 1995, dikutip oleh TP3, hal. 2-5.

Transfer

Kebutuhan untuk transfer antara trayek atau
antara moda menambah waktu tunggu dan
merupakan ketidaknyamanan bagi penumpang.
Hal ini juga menambah biaya perjalanan
penumpang sebagai penumpang mungkin
harus dibayar untuk setiap mode atau layan-
an naik. Di kota besar banyak penumpang
melakukan satu kali transfer tapi kurang dari
10% penumpang melakukan transfer lebih dari
satu kali. Hal ini penting untuk dievaluasi dan
merencanakan perubahan struktur trayek dan
untuk mengurangi jumlah transfer.

Kebutuhan untuk transfer dirasakan oleh pe-
numpang sebagai beban penalti atas waktu yang
sebenarnya dihabiskan untuk berpindah moda
atau trayek, bahkan dalam sistem angkutan
umum yang terbaik.

Biaya perjalanan

Sementara keterandalan secara konsisten
dinilai sebagai kualitas yang paling penting
dari sebuah jasa angkutan, biaya perjalanan
dianggap sangat penting dalam pilihan moda
oleh kelompok berpenghasilan rendah. Keter-
jangkauan dari trarif/ongkos bus tergantung
pada tingkat pendapatan pengguna. Tarif yang
terlalu tinggi menyebabkan banyak memilih
untuk berjalan. Di negara berkembang tingkat
biaya perjalanan bus yang wajar tidak melebihi
10 persen dari pendapatan rumah tangga.

Tarif bus per perjalanan rata-rata akan me-
ningkat sebesar porsi perjalanan di mana satu
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atau lebih transfer diperlukan, dan bila tarif
dikenakan untuk setiap transfer. Diskon ’tarif
terusan’, atau transfer gratis hanya tersedia pada
sistem angkutan umum yang canggih dan ter-
integrasi. Mengatur jaringan agar sesuai dengan
pola permintaan dengan trayek langsung dapat
membantu untuk menstabilkan atau bahkan
mengurangi biaya/tarif perjalanan.

4.3 Kerangka perencanaan

Indikator kunci dari efektivitas jaringan bus
adalah sejauh mana memenuhi kebutuhan
perjalanan masyarakat. Suatu jaringan trayek
yang direncanakan secara efisien menjadi titik
tolak kinerja keuangan secara keseluruhan dan
juga sangat penting untuk sistem tender/per-
izinan trayek yang kompetitif. Perencanaan
jaringan trayek secara sistematis meningkatkan
efektivitas anggaran biaya secara keseluruhan.
Peningkatan daya saing (dengan moda kenda-
raan pribadi) dilakukan dengan pemilihan jenis
kendaraan angkutan yang dan tetap menjaga
frekuensi layanan.

Di kota-kota berkembang, pola pergerakan
berubah dengan cepat seiring dengan berkem-
bangnya daerah baru untuk pekerjaan dan
pemukiman. Namun, dalam banyak kasus, ja-
ringan angutan umum tidak responsif terhadap
perubahan tersebut karena kurang sistematisnya
proses perencanaan atau kendala dalam meru-
bah industri angkutan bus.

Pengetahuan akan sistem angkutan yang sudah
ada dan pengalaman bisa menjadi dasar dari
proses perencanaan secara kasar, dan lebih
baik daripada tidak ada perencanaan sama
sekali. Namun, dalam sistem yang lebih besar
dari sebuah kota kecil, hanya analisis rinci
yang dapat merencanakan jaringan trayek yang
optimal, tingkat pelayanan dan kapasitas ken-
daraan untuk memenuhi permintaan. Umum-
nya, semakin besar sumber daya dan teknologi
yand dituangkan untuk pengumpulan data dan
analisis, lebih efektif biaya jaringan yang akan
dihasilkan.

Data asal/tujuan penumpang (OD survey) yang
rinci diperlukan untuk perencanaan jaringan.
Karena besarnya data dan perhitungan yang
kompleks, satu-satunya cara praktis untuk
menganalisis data perjalanan dan mengevaluasi
strategi jaringan alternatif adalah dengan
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Transfer dan pilihan
perjalanan

Studi terbaru di Inggris
menemukan bahwa
hanya 1 dalam 5 peng-
guna bus menilai trans-
fer itu nyaman. Penalti
transfer dinilai setara
dengan 4,5 menit bagi
pengguna bus, 8,0 menit
untuk pengguna kereta
api dan 8,6 menit untuk
mobil; jaminan sam-
bungan/transfer lang-
sung bisa mengurangi
penalty bus menjadi 0,9
menit.

Sumber: Development Depar-

tment Research Programme
Research Findings No. 99

‘Interchange and Travel Choice’

Institute for Transport Studies,
Leeds University. http:/www.

scotland.gov.uk/cru/resfinds/

drf99-00.asp


http://www.scotland.gov.uk/cru/resfinds/drf99-00.asp
http://www.scotland.gov.uk/cru/resfinds/drf99-00.asp
http://www.scotland.gov.uk/cru/resfinds/drf99-00.asp
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menggunakan salah satu dari banyak paket pe-
rangkat lunak analisis trayek jaringan berbasis
computer (software). Perangkat lunak tersebut
akan mengidentifikasi lintasan permintaan
(desire line) utama dan prakiraan volume
penumpang yang memungkinkan teridentifi-
kasinya jenis layanan dan jenis kendaraan yang
paling sesuai.

Kinerja keuangan juga dapat diperkirakan
dengan menggunakan proses analitis yang sama.
Hal ini memungkinkan untuk mengevaluasi
strategi tarif alternatif dengan menggunakan
basis data yang sama yaitu dengan analisis elas-
tisitas tarif.

Perkiraan permintaan yang akurat dan analisis
kelayakan komersial trayek sangat penting
dalam proses perencanaan trayek yang izin
trayeknya akan diberikan melalui proses tender
kompetitif/lelang. Hal-hal tersebut juga diperlu-
kan untuk penyusuan kriteria lelang: misalnya,
kriteria apa yang harus digunakan untuk me-
ngevaluasi penawaran lelang yang menawarkan
layanan frekuensi tinggi dengan kendaraan
kecil dibandingkan penawaran layanan freku-
ensi rendah namun dengan kendaraan besar.

Untuk mendapatkan besaran pola permintaan
yang akurat diperlukan survei rumah tangga.
Membatasi survei pada pengguna saja meng-
abaikan non-pengguna/pengguna potensial.
Ketimbang melakukan survei rumah tangga
untuk seluruh kota —yang pekerjaan yang besar—
mungkin ditargetkan untuk daerah pinggiran
kota dan wilayah komersial baru untuk survei
selektif yang rinci.

Data dari survey rumah tangga akan saling
melengkapi survey lainnya.

Pencacahan lalu lintas yang teratur juga sangat
berguna. Hasil pencacahan lalu lintas tunggal
sangat terbatas manfaatnya karena hanya meru-
pakan ’potret’ sekali waktu saja, tetapi beberapa
pencacahan dapat menghasilan data ’time-series’
(data berseri) yang sangat bermanfaat untuk
memantau dampak dari perubahan jaringan
trayek yang baru. Data tersebut akan semakin
bermanfaat apabila pencacahan dilakukan pada
titik-titk beban puncak/maksimal sepanjang
koridor. Namun, untuk menghasilkan data
beberapa trayek, mungkin dibutuhkan peng-
amatan di titik-titik yang bukan merupakan
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beban puncak. Pencacahan lalu lintas atau
survey-survey lainnya dapat digunakan untuk
memantau kinerja secara sederhana dan bukan
merupakan pengganti data asal-tujuan.

Survey di dalam kendaraan (in-vehicle) dapat
menunjukkan tingkat efektifitas jaringan dan
transfer secara keseluruhan. Jumlah penumpang
naik dan turun dan pencacahan penumpang
oleh surveyor sepanjang rute akan menghasil-
kan profil pembebanan keseluruhan.

Survey persepsi penumpang bermanfaat dalam
menilai kinerja jaringan secara keseluruhan.
Survei terbatas dapat digunakan untuk meman-
tau perubahan jaringan secara lokal.

Sistem tiket elektronik sangat amat bermanfaat
untuk memantau volume penumpang setiap
hari secara otomatis. Survey berkelanjutan ini
sangat bermanfaat dan memungkinkan analisis
pola musiman secara rinci.

4.4 Meningkatkan kapasitas
perencanaan

Beberapa instansi pemerintah atau beberapa
operator di kota-kota berkembang memiliki
kemampuan untuk melakukan perencanaan
jaringan secara sistematis. Biasanya, inisiatif
untuk perubahan trayek muncul dari keluhan
pengguna, melalui jalur politik/media atau
langsung dari operator sendiri. Kekurangan bisa
diatasi secara bertahap dengan memperpan-
jang trayek atau, lebih jarang terjadi, dengan
trayek baru. Otoritas transportasi kota (Dinas
Perhubungan) akan melakukan pendekatan ke
operator, mungkin operator bus milik negara
atau salah satu organisasi yang mengendalikan
layanan paratransit (termasuk omprengan).
Dasar hukum pemilihan operator sering tidak
jelas dan operator tertentu mungkin diperlaku-
kan lebih baik (dianak-emaskan) daripada yang

lain.

Sebuah proses perencanaan jaringan yang terus
menerus dengan standar profesionalitas yang
tinggi diperlukan kota-kota besar agar kebutuh-
an warga akan layanan angkutan umum dapat

dipenuhi dengan baik.

Biaya untuk melibatkan konsultan asing dalam
melakukan studi perencanaan jaringan tidaklah
signifikan dibandingkan biaya total yang
ditanggung suatu kota akibat jaringan trayek



yang tidak efisien.
Seiring dengan waktu,
sangat penting bahwa
keterampilan untuk
melakukan evaluasi
rinci terhadap jaring-
an ditransfer kepada
tenaga local (transfer
teknologi). Pening-
katan kemampuan
tenaga ahli lokal yang
dimaksud dapat di-
percepat penyertaan
tenaga lokal dalam
kegiatan praktek
sementara analisis
dilakukan dengan
bimbingan seorang tenaga ahli asing. Seiring
dengan peningkatan keahlian lokal, daya man-
faat dapat menghasilkan efek maksimum jika
keahlian tersebut dikonsentrasikan pada ’lem-
baga unggul’ seperti lembaga studi kebijakan
(think tank) atau lembaga yang berinduk pada
perguruan tinggi/universitas dan kemudian
menyediakan jasa konsultasi ke beberapa kota.

Sayangnya, banyak studi telah dilakukan,
tetapi manfaat nyata tidak pernah terwujud
karena kendala pelaksanaan sering berasal dari
kerangka peraturan yang tidak memadai, ke-
mampuan kelembagaan yang masih rendah dan
kepentingan pribadi dalam mempertahankan
status quo.

4.5 Output perencanaan

Output dari proses perencanaan adalah rencana

pengembangan layanan, yang harus diperbaha-

rui setiap tahun atau sekurang-kurangnya setiap

dua tahun. Rencana akan mencakup/menjawab

komponen-komponen berikut:

B Laporan yang menjawab sejauh mana kebu-
tuhan terpenuhi;

Modul 3c: Regulasi dan Perencanaan Bus

B Rangkuman usulan trayek baru perubah-
an layanan: jaringan, kapasitas, kualitas
layanan, dan harga, berdasarkan moda, oleh
operator, atau untuk tiap wilayah dan trayek.
Perubahan yang diusulkan dalam rentang
satu tahun akan lebih spesifik, dengan
target waktu yang jelas (tanggal yang pasti).
Perubahan lebih dari satu tahun dirangkum
secara garis besar, dengan periode 3 bulan
atau 6 bulan;

B Laporan kinerja keuangan untuk masing-
masing sektor industri, dengan indikator
waktu dan prakiraan kenaikan tarif di masa
depan diperlukan.

Konsultasi publik secara luas untuk rencana
pengembangan layanan harus dilakukan. Selu-
ruh elemen kelompok masayarakat, golongan
kepentingan lokal, organisasi politik dan opera-
tor angkutan umum harus berpartisipasi dalam
proses perencanaan tahunan dan didorong
untuk mengajukan proposal trayek baru atau
perubahan trayek, atau regulasi layanan bus
yang baru.
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Gambar 3

Suatu sesi pelatihan
praktek dalam
pemodelan komputer
yang dilakukan
selama studi Angkutan
Umum Bali di
Denpasar, 2000.

Richard Meakin



Gambar 4
Memperbanyak

armada bus besar

di Hanoi menjadi
salah satu faktor

yang menyebabkan
peningkatan pengguna
yang besar.

Walter Moltmann, 2002

Kotak 2: Reformasi transportasi
angktuan umum di Hanoi, Vietnam *

* Kontribusi Dr Walter Molt, Penasehat Pemerintah Kota
Hanoi

Latar belakang

Beberapa tahun yang lalu, angkutan umum di
Hanoi hampir tidak ada. Pengguna di bawah 2%
dari perjalanan penumpang bermotor. Beberapa
penelitian/studi telah dilakukan dengan bantuan
donor bilateral dan multilateral, dan banyak pro-
posal telah dibuat, namun tidak ada implementasi
dari yang terwujud.

Beberapa tahun lalu pemerintah Jerman diminta
untuk menyediakan seorang ahli untuk mendam-
pingi Divisi Perencanaan Transportasi Perkotaan
Hanoi. Setelah tenaga ahli mulai bertugas di musim
panas tahun 1999 visi untuk merevitalisasi angkut-
an bus kota terwujud.

Kenaikan jumlah pengguna secara luar biasa
Meskipun awalnya hanya ada 1.700 pengguna
per hari di salah satu jalur bus besar, yang dipilih
sebagai proyek percontohan, telah meningkat
menjadi 32.000 (September 2002) penumpang.
Dua tahun yang lalu jumlah penumpang pada
seluruh trayek bus kota adalah 30.000 orang di-
angkut per hari, angka ini telah meningkat menjadi
189.000. Dua tahun lalu tidak ada satu pun trayek
dengan layanan reguler, saat ini ada layanan bus
angkutan dengan frekuensi reguler setiap sepuluh
menit pada sejumlah besar trayek dan satu trayek
dilayani dengan interval 5 menit. Dua tahun lalu
hanya ada 500 pembeli tiket bulanan; pada bulan
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September 2002 ada 39.000 tiket bulanan yang
diterbitkan, berlaku untuk satu trayek. Mulai Ok-
tober 2002 diperkenalkan tiket bulanan jenis baru,
yang berlaku untuk seluruh jaringan. Dalam tiga
minggu pertama 14.000 sudah diterbitkan. Dua
tahun lalu sebagian besar bus berusia lebih dari
20 tahun; sedangkan saat ini pada semua trayek
utama dilayani bus Daiwoo baru dan 50 Renault
bekas, sumbangan dari Kota Paris.

Langkah-langkah reformasi kunci yang
diterapkan

Beberapa langkah yang dapat diidentifikasi dalam
mencapai prestasi ini, tentu saja masing-masing
melibatkan perubahan besar dalam manajemen
dan tata kelola, antara lain:

1. Layanan reguler dan frekuensi tinggi (Gambar
5). Sebelumnya, operasi terjebak dalam lingkar-
an penyediaan-permintaan yang khas. Sejak
awal 1990-an jumlah sepeda motor di Hanoi
telah meningkat tajam dari mendekati nol
sampai lebih dari 1 juta, untuk populasi sekitar
2,5 juta. Sepeda motor di Vietnam biasanya
digunakan untuk mengangkut hingga 3 orang,
dengan rata-rata 1,34 penumpang per sepeda
motor. Pada saat yang sama pemerintah cende-
rung mengurangi subsidi untuk angkutan umum.
Sopir bus diminta untuk membawa sejumlah
penumpang per hari dan untuk memberikan
untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu
untuk perusahaan. Sisanya untuk mereka
(sistem setoran).

Sistem setoran itu terpenuhi dalam hal mem-
berikan uang untuk perusahaan, namun ada
persaingan sengit untuk penumpang di terminal

-
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Gambar 5

Kenaikan jumlah pengguna di Trayek Jalur
32, dengan tingkat pelayanan yang berbeda.

antara bus-bus itu, banyak trayek sering
tumpang tindih. Pelayanan angkutan praktis
hampir semuanya dari terminal satu ke ter-
minal lain, dan hampir tidak ada penumpang
yang naik sepanjang trayek bus, yang waktu
beroperasinya tidak bisa dipastikan. Tidak
ada kepentingan untuk menyediakan tiket
langganan bulanan atau mempromosikan
kepada pengguna di mana mereka bisa
mendapatkan tiket tersebut. Bus itu diang-
gap sebagai kendaraan pribadi pengemudi.
Sebagai konsekuensi dari sistem operasi
seperti ini, transportasi angkutan umum
hampir menghilang dari jalan Hanoi.

. Seorang manajer baru berusia muda dari
perusahaan bus terkecil setuju untuk meng-
ubah pola operasi. Dia di hanya memiliki 15
bus Renault lamanya, dimana 12 diantaranya
siap operasi. la berhasil mengoperasikan bus
untuk trayek sepanjang 19 kilometer dalam
waktu 55 menit. Oleh karena itu, dengan 12
bus, ditambah dua cadangan, dia bisa mulai
mengoperasikan layanan tiap 10 menit. Dia
menyewa beberapa pemuda untuk mempro-
mosikan tiket langganan bulanan. Dengan
jumlah pengguna yang terus tumbuh dan
bus sering penuh, bus baru yang disediakan
oleh pemerintah kota dan dimasukkan ke
dalam layanan. Selama jam sibuk disediakan
layanan tiap 5 menit; hasilnya mendongkrak
jumlah penumpang hingga 19.000 per hari.
Ketika diputuskan untuk mengoperasikan
bus pada interval tersebut sepanjang hari,
juga di malam hari, hasilnya sangat sukses,
jumlah penumpang naik menjadi 32.000.
Pada trayek kedua upaya dilakukan tidak
berhasil membujuk manajemen perusahaan
lain untuk memperkenalkan layanan reguler
dengan bus yang lebih besar. Hanya ketika
pengelolaan trayek ini dialihkan kepada
perusahaan percontohan yang pertama
peningkatan jumlah penumpang bisa sampai
14.000 per hari, tentu saja kali ini dengan
bus besar. Kedua trayek tersebut secara
keseluruhan membawa 37% dari semua
penumpang bus kota saat ini. Saat ini biasa
didapati calon pengguna menunggu bus
yang normal sepanjang koridor.

. Sementara itu pemerintah kota mengkon-
solidasi beberapa perusahaan bus milik

Modul 3c: Regulasi dan Perencanaan Bus

35'000 -

30'000 -

25'000 -

20'000 -

15'000 -

10'000 -

5'000 -

Penumpang per hari

[] Layanan non-reguler
[[] Layanan 10 menit

[] Layanan 5-10 menit

[ Layanan 5 menit

pemerintah menjadi satu perusahaan saja,
yang mengadopsi pola operasi dari perusa-
haan percontohan kami. 250 bus baru telah
ditambahkan ke dalam layanan, semuanya
adalah bus standar 12 meter atau setidak-
nya 9 bus meter. Penggunaan bus besar
tentu saja menjadi prasyarat untuk melayani
penumpang dalam jumlah besar, dan bus
harus menyediakan tempat yang nyaman
untuk penumpang berdiri. Dalam minibus,
yang digunakan sebelumnya, hal ini tentu
saja tidak terjadi.

4. Tanpa disadari oleh pembuat keputusan
politik, sistem trayek telah diubah. Jumlah
penumpang terbanyak diangkut oleh tra-
yek-trayek panjang di koridor utama.
Trayek-trayek yang beroperasi di jalan-jalan
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Gambar 6

Salabh satu bus
kuning Hanoi

sedang beroperasi.
Manfred Breithaupt, 2002



kecil pinggir kota, dengan layanan minibus
dan interval 15 menit, tidak berhasil. Trayek-
trayek yang melintasi kota jauh lebih berhasil
daripada trayek-trayek yang berhenti di tengah.
Jaringan trayek yang sukses ini terlihat seperti
jaringan dari sistem trem atau sistem metro!

5. Tiket ramah-pelanggan. Tujuan utama dari
tiket langganan bulanan adalah untuk me-
ngurangi kerugian, karena sebagian awak
bus sering mengumpulkan uang dari penum-
pang tanpa memberikan tiket. Tujuan kedua
adalah untuk mendapatkan pelanggan tetap.
Sementara itu, karena sistem tiket yang baru
ini berlaku untuk keseluruhan jaringan trayek,
menggunakan bus menjadi sangat murah bagi
pelanggan. Awak bus mendapatkan gaji yang
lebih tinggi sebagai kompensasi karena mereka
tidak lagi menarik uang dari tarif.

6. Sistem informasi untuk pengguna. Untuk
pertama kalinya dalam sejarah Hanoi, peta
jaringan bus diterbitkan dan disebarkan di
halte-halte bus di seluruh penjuru kota. Ini
adalah kemajuan yang sangat baik, meskipun
informasi dari peta masih jauh dari sempurna,
karena lokasi halte bus satu tidak tertera di
peta. Transfer bus tetap membutuhkan kiat-kiat
khusus dan tidak mudah, karena ada belum
ada konsep transfer bagi pengguna.

Penghargaan Asia-URBS

Baru-baru ini Uni Eropa menyetujui program Asia-
URBS (program kemitraan kota-kota Eropa dan
Asia dan penyaluran dana bantuan), suatu proyek
dimana Kota Brussels dan Paris menjadi mitra.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas
lingkungan dan keselamatan di jalan raya, dan
membuat hidup lebih nyaman bagi pengguna bus
yang kurang beruntung secara sosial, termasuk
cacat, mempromosikan transportasi angkutan
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umum dan menaikkan pengguna sebesar 500%.

Proyek ini akan fokus pada pelatihan manajemen,
pendidikan pengemudi, menciptakan bengkel
percontohan kerja-toko dan depot/pool untuk
pemeliharaan bus dan mendesain ulang dan me-
nyelaraskan tiga trayek bus percontohan. Bahkan,
proses mendiskusikan dan mempersiapkan proyek
telah memulai banyak reformasi, yang telah lama
menjadi agenda.

Meskipun beberapa perbaikan telah cepat dipa-
hami, akan memerlukan waktu yang cukup lama
untuk memerpbaiki seluruh aspek operasi bus.
Salah satu contoh adalah kapasitas ruang jalan
yang terbatas. Menbambah bus di jalan akhir-
nya akan mengakibatkan menurunkan kinerja.
Oleh karena itu penyeusaian infrastruktur harus
dibangun. Tingkat layanan mirip dengan angkut-
an kereta api dapat dicapai, apabila bus yang
disediakan infrastruktur khusus (jalur prioritas
bus) di koridor utama. Saat ini kota dihadapkan
dengan bahaya investasi-berlebih dalam bus dan
di kekurangan-investasi di bidang infrastruktur.
Namun tetap saja, hal tersebut harus dipahami
bahwa aspek penting dari operasi yang lebih baik
adalah tata kelola, yang melibatkan pelatihan di
semua tingkatan/jenjang.

Di Hanoi angkutan umum perkotaan berkembang
pesat dan semua orang yang kembali ke Hanoi
setelah jangka waktu tertentu akan menyadarinya.
Bagi banyak pengguna, bus sekarang menjadi
alternatif yang nyata dibanding sepeda motor yang
berbahaya dan sering tidak nyaman.

Angkutan bus kota Ho Chi Minh tidak mengala-
mai perkembangan yang sama dalam beberapa
tahun terakhir, meskipun langkah-langkah awal
telah diambil sebagai hasil pembelajaran dari
contoh Hanoi.



Kotak 3:
Mandat yang tidak jelas dan subsidi
membengkak Operator milik negara

Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka
dan Bahrain

Perum Damri (Gambar 7) di Indonesia adalah
perusahaan milik negara yang secara langsung
diawasi oleh Departemen Perhubungan. Damri
mengoperasikan jasa layanan bus kota yang anak
perusahaan di 14 kota besar di Indonesia. Menurut
undang-undang, tugas utama Damri adalah untuk
menyediakan layanan transportasi penumpang dan
barang, dan perusahaan juga diharapkan untuk
bertindak sebagai ’stabilisator’, dan ‘dinamisator’
(bertugas untuk stabilisasi dan dinamisasi) di
sektor transportasi angkutan penumpang. Ke-
rugian Damri atas mengoperasikan ’rute perintis’
diganti rugi oleh pemerintah. Melalui Keputusan
Menteri Perhubungan pada tahun 1987 Damri
mendapat hak eksklusif untuk trayek-trayek utama
di perkotaan, dan operator bus swasta terdegra-
dasi menjadi pengumpan dan sub-pengumpan.
Meskipun keputusan tersebut tidak berlaku lagi,
Damri masih menikmati akses eksklusif ke banyak
koridor utama perkotaan.

Di Bangladesh, perusahaan bus milik negara,
BRTC, dibebaskan dari semua peraturan perizinan
dan mendapat subsidi besar. BRTC bebas untuk
beroperasi pada trayek apapun dalam bersaing
dengan sektor swasta. Badan Pusat Transportasi

Gambar 7

Bus Damri seringkali kurang terpelibhara,
meskipun demikian tidak lebibh buruk daripada

operator swasta di Surabaya, Indonesia.
GTZ SUTP, 2001

Modul 3c: Regulasi dan Perencanaan Bus

Sri Lanka ’diambil alih oleh rakyat’ pada tahun
1993 setelah akumulasi kerugian menjadi isu
politik. Lembaga Transportasi Jalan Punjab di
Pakistan merugi besar pada tahun 1998. Pada
saat mereka mempekerjakan 10.000 karyawan
dan hanya mampu mengoperasikan 27 bus dari
850 armada. Direktorat Transportasi Angkutan
Penumpang Bahrain menderita kerugian besar
pada tahun 2002 ketika biaya pemulihan dari tariff
anjlok sampai 20%.

Operator Publik (milik Negara) dan swasta
di Beograd

Di Beograde, Serbia (dulu Yugoslavia) (Gambar
8), Operator milik negara GSP memonopoli layan-
an trem dan bus listrik, dan bus dengan jumlah
yang hampir sama (sekitar 700 armada) dengan
operator swasta. Proporsi moda dari transportasi
angkutan umum adalah 55%, namun menurun
pesat dalam dekade terakhir. Tarif diatur secara
ketat dan sangat rendah, yaitu tarif datar (jauh
dekat sama) sebesar 10 dinar (sekitar 0,16 Euro).

Operator milik negara hanya mamput mengem-
balikan (memulihkan) 35% dari total biaya, dan
subsidi yang berjalan besarnya sekitar 70% dari
anggaran pembangunan tahunan pemerintah
kota. Di sisi lain, operator swasta, beroperasi
pada tingkat tarif yang sama dan tidak menerima
subsidi dari pemerintah (GTZ, Seminar Sistem
Transportasi Perkotaan Berkelanjutan Beograd,
September 2002).

Gambar 8
Operator bus swasta di Beograd beroperasi tanpa subsidi.
Operator milik negara, sebaliknya, penerimaan tiket

hanya mampu menutupi 35% dari biaya operasional.
Karl Fjellstrom, September 2002
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5. Regulasi layanan bus

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Definisi

Definisi-definisi berikut akan digunakan dalam
bab ini:

Kebijakan regulasi adalah arahan khusus,
pembatasan atau larangan yang diberlakukan
oleh undang-undang atau atas kewenangan
pemerintah.

Kerangka regulasi adalah konsep yang lebih
luas dari berbagai macam insentif, hak/kebebas-
an dan perangkat peraturan di mana otoritas
negara/pemerintah memainkan peran utama.

Konteks peraturan tidak hanya mencakup
kerangka peraturan dan langkah-langkah pe-
merintah, tetapi meliputi seluruh elemen yang
berpengaruh pada perilaku sistem operasional
(misalnya pasar, asosiasi operator, organisasi
non-pemerintah, dll)

5.1.2 Pentingnya persaingan yang
sehat
Dalam beberapa tahun terakhir ini telah diakui
secara luas bahwa insentif yang diberikan oleh
persaingan sehat lebih efektif dalam mempro-
mosikan efisiensi dan meningkatkan ketanggap-
an terhadap kebutuhan dalam layanan trans-
portasi daripada arahan maupun penyediaan
layanan langsung oleh institusi pemerintahan.
Prinsip-prinsip umum ini tunduk pada bebera-
pa syarat berikut:

Penelitian terbaru (oleh Halcrow Fox untuk De-
partemen Kerjasama Pembangunan Internasio-
nal, Inggris Mei 2000) menyimpulkan bahwa:

Tabel 2: Klasifikasi pasar dan persaingan

Klasifikasi

Monopoli
Kontrak Manajemen

Kontrak biaya jasa layanan bruto (gross)
Kontrak biaya jasa layanan bersih/netto (net)

Kontrak lisensi
Konsesi

Perizinan/lisensi berbasis jumlah/kuantitas

(Quantity licensing)

Perizinan/lisensi berbasis mutu/kualitas

(Quality licensing)
Pasar terbuka

Tingkat persaingan
Tanpa persaingan
Kompetisi Terkendali

Persaingan terbuka
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B Kompetisi dapat menjadi kekuatan yang
besar untuk mendorong perbaikan, tetapi
hanya akan membawa manfaat besar jika
dilakukan dengan tepat, sungguh-sungguh
dan tidak diatur secara berlebihan.

B Peraturan tidak bebas risiko — bias mahal
dan jika diterapkan secara sembrono dapat
menghambat inovasi dalam penyediaan
layanan dan menghambat persaingan sehat.

B Tidak ada rezim peraturan yang optimal
untuk semua sistem. Tidak ada yang sem-
purna. Strategi yang paling tepat harus dipi-
lih dan disesuaikan dengan kondisi setempat.
Faktor-faktor dalam pilihan ini meliputi:
> Factor geografis, karakteristik demograf

dan sosial ekonomi;
> Kebijakan transportasi publik dan kebijak-
an tarif;

Kapasitas kelembagaan;

Struktur industri;

Jenis dan moda transportasi di daerah

YV V VYV

tersebut.

9.2 Tipologi peraturan

Berbagai macam struktur pasar dan rezim per-
aturan yang terkait ada di sektor angkutan bus,
mulai dari monopoli publik atau swasta sampai
sistem pasar terbuka. Penelitian DfID (Depar-
temen Kerjasama Pembangunan Internasional
Inggris) diatas menyarikan klasifikasi di kolom
kiri dari Tabel 2. Namun demikian diakui
bahwa rezim yang berbeda bisa diterpkan di
wilayah yang sama untuk moda yang berbeda,
misalnya mungkin ada pasar yang tidak resmi
atau tidak diatur untuk paratransit yang berope-
rasi secara paralel dengan sistem jaringan formal.

Klasifikasi ini menggabungkan tiga konsep
berikut:

1. strategi regulasi;

2. jenis pasar;

3. akses ke pasar dan sarana pengadaan.
Untuk memudahkan pembahasan opsi-

opsi dalam modul ini, dibuat tiga klasifikasi
sederhana (ditampilkan di kolom kanan dari
Tabel 2) akan digunakan, berdasarkan tingkat
persaingan:

5.2.1 Tanpa persaingan

Bagian berikut ini mengacu pada pasar tertutup.
Tanggung jawab untuk menyediakan layanan



angkutan umum dipegang oleh operator tung-
gal baik perusahaan swasta (misalnya Layan-

an Bus Singapura pada tahun 1973-1984)

atau yang lebih lazim ditemui; suatu lembaga
pemerintah yang merencanakan dan langsung
mengoperasikan layanan (misalnya Transportasi
di London pra-1985, Bangkok, banyak kota di
Jerman dan Amerika Serikat, Bucharest, Wina,
kota di China banyak sebelum usaha patungan
bus pertama pada tahun 1990, sebagian besar
kota bekas Uni Soviet). Banyak karakteristik/
sifat monopoli yang juga dimiliki oleh oligopoli.
Model monopoli sangat lazim sebelum tahun
1980-an.

Monopoli adalah struktur industri dan kondisi
dimana tidak ada persaingan. Penelitian DfID
menyimpulkan bahwa:

Monopoli pemerintah, hampir selalu, kurang
efisien dibandingkan sistem yang kompetitif.
Hal ini terjadi karena kombinasi dari inter-
vensi politik, manajemen dengan insentif yang
buruk, organisasi serikat burub yang terlampau
kuat, beban sosial yang berlebihan dan lainnya.
Tidak semua sifat tersebut didapati di semua
sistem monopoli pemerintah dan kondisinya
sangat bervariasi, tetapi hampir semua, kondisi-
nya adalah cukup signifikan mempengarubi
efisiensi yang lemah dibandingkan dengan
system kompetitif yang dipilibh dan diterapkan
secara seksama. Namun demikian, monopoli
pemerintah memiliki keunggulan dari segi
kontrol pemerintah yang lebih dekat terutama
mengenai kualitas layanan dan tarif. Hal

ini dapat membuat integrasi dan perhatian
kepada kebutuhan sosial masyarakat secara luas
dan kebutuban lainnya lebih mudah dicapai.
Tetapi sistem ini juga memerlukan koherensi
tujuan dan tindakan dalam pemerintab yang
sering kali luput. Dalam studi kasus dan kajian
pustaka kami, belum ditemui contoh di mana
monopoli pemerintah murni menjadi pilihan
yang unggul terhadap sistem kompetitif yang
dirancang dengan sangat baik.

Namun demikian, monopoli penyediaan
angkutan bus bukanlah monopoli penyedia-
an transportasi perkotaan secara keseluruhan.
Akan ada persaingan antara bus dan moda
angkutan umum lainnya (kereta api, angkutan
penyebrangan) dan, jika monopoli gagal untuk
memberikan pelayanan yang memadai, hal
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tersebut membuka kesempatan bagi operator
paratransit informal untuk memasuki pasar. Se-
telah berdiri, paratransit menjadi pesaing yang
sangat efektif melawan operator monopolistis
milik pemerintah yang berpuas diri dan sangat
sulit untuk dikontrol atau dibatasi.

Yang aling penting adalah persaingan antara
moda angkutan umum dan kendaraan tak-
bermotor (berjalan dan sepeda) dan moda
kendaraan pribadi bermotor, khususnya sepeda
motor dan mobil pribadi. Penelitian DfID me-
nyimpulkan bahwa kompetisi internal antara
penyedia angkutan umum lebih efektif dalam
mempromosikan perbaikan layanan dari kom-
petisi dengan mode pribadi.

5.2.2 Kompetisi terkendali
Kompetisi dapat dikontrol/dikendalikan

dengan dua cara:

B Kompetisi untuk meraih pasar (for the
market): seorang operator diberikan hak eks-
klusif untuk menyediakan layanan. Kompe-
tisi dilakukan untuk menentukan siapa yang
mendapatkan hak eksklusif tersebut.

B Kompetisi di dalam pasar (in the market):
operator bersaing untuk mendapatkan
penumpang, sesuai dengan aturan-aturan
tertentu.

Terdapat banyak kasus dimana terjadi campuran

antara keduanya; kompetisi terjadi baik untuk

meraih pasar dan di dalam pasar, misalnya di

mana sejumlah operator diberikan hak operasi

dan kemudian bersaing untuk penumpang,.

Dalam kasus apapun, pemerintah yang
kompeten diperlukan untuk mengawasi dan
mengendalikan kompetisi: mengelola proses
yang kompetitif untuk memberikan hak operasi
secara eksklusif atau non-eksklusif dan dalam
kasus kompetisi di dalam pasar, pemerintah
wajib menetapkan aturan yang mengatur kom-
petisi "di jalan raya’.

Kota maju

Di kota-kota maju, persaingan dikontrol

dengan cara untuk meraih pasar (for the market),
yaitu kompetisi untuk memperoleh hak operasi.
Hal ini dikarenakan oleh angkutan umum di
kota-kota tersebut hampir selalu membutuhkan
subsidi besar dan persaingan untuk pasar di-
tentukan dengan cara memberikan hak operasi

21

Peran sepeda motor di
negara berkembang

Sepeda motor kecil di
negara berkembang
menawarkan tingkat
layanan tinggi (tidak ada
waktu tunggu, kecepat-
an perjalanan tinggi

dari pintu ke pintu) dan
murah sehingga sangat
sulit untuk disepandan-
kan dengan transportasi
angkutan umum apapun
bentuknya. Di Bali, Indo-
nesia pada tahun 1999
proposi moda untuk per-
jalanan bermotor adalah;
sepeda motor 76%,
mobil 20% dan bus 4%.
Di Hanoi Vietham pada
2003, bus membawa
kurang dari 10% dari
perjalanan, sedangkan
pangsa sepeda motor
sekitar 80%. Tantangan
kebijakan utama di kota-
kota berkembang adalah
untuk memindahkan
perjalanan dari sepeda
motor ke transportasi
angkutan umum dan
memperlambat tingkat
perpindahan pengguna
sepeda motor naik
tingkat ke mobil pribadi.



Kebutuhan akan
reformasi

Badan Transportasi
Jalan Punjab, suatu
badan usaha milik
negara di Pakistan,
mencapai suatu kondisi
di awal tahun 1997 di
mana dari armada se-
besar 845 bus hanya 27
bus yang layak operasi,
tapi memiliki lebih dari
10.000 karyawan dalam
daftar gaji perusahaan.
Staf di-PHK dengan
bantuan Bank Dunia
dengan biaya PKR

(Pakistan Rupee) 2 miliar.
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pada operator yang subsidi dengan jumlah yang
paling rendah pada tingkat layanan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Karena prinsip
bahwa setiap moda angkutan harus menutupi
biaya operasi dari tarif ditinggalkan demi
integrasi jaringan, solusinya adalah menentukan
tarif jasa dengan kriteria kelayakan ekonomi
daripada pentutupan biaya semata.

Strategi persaingan untuk meraih pasar telah
diadopsi, dengan berbagai tingkat kecanggihan
yang bervariasi, oleh banyak kota di negara
maju misalnya kota-kota dari Uni Eropa terma-
suk London, Dublin, Kopenhagen, Stockholm,
Helsinki, juga kota-kota di Australia dan Selan-
dia Baru dan Amerika Serikat.

Administrasi dari sistem yang terintegrasi
penuh dan kompetisi yang sangat dikendalikan
menuntut kemampuan profesional yang cukup
tinggi dan dasar hukum yang kuat. Standar
transparansi yang tinggi, integritas dan keadilan
diperlukan jika para operator diharapkan mem-
percayai proses penunjukkan melalui tender.

Kota-kota berkembang

Di kota-kota negara maju, perencanaan trans-
portasi dan kapasitas pengaturan kuat tetapi
kompetisi yang agak lemah. Di kota-kota
negara berkembang sebaliknya. Memang benar
bahwa keberhasilan pelaksanaan strategi per-
saingan yang dikendalikan hampir menjadi ciri
khas sebuah kota yang maju.

Relatif sedikit kota-kota berkembang yang telah
memperkenalkan persaingan pasar. Beberapa
upaya telah dilakukan, dengan hasil yang
beragam karena masalah dalam desain atau
pelaksanaan proses tender, dan dalam peng-
awasan berikutnya dari kontrak. Meskipun
demikian, persaingan yang efektif jarang dida-
pati di negara berkembang juga karena kurang
mutakhirnya kerangka regulasi dan kapasitas
kelembagaan yang masih rendah. Ada banyak
kendala dalam menghasilkan persaingan yang
efektif, karena operator bus sendiri cenderung
untuk mengorganisir diri untuk mencegah ma-
suknya pendatang baru, atau bahkan mencegah
datangnya moda transportasi lain, ke dalam
trayek dan wilayah mereka. Ketika hal ini ter-
jadi, pemerintah sebagai pihak yang berwenang
membuat regulasi justri sering tunduk kepada
organisasi yang menguasai trayek tersebut, dan
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menggunakan mereka sebagai perantara. Upaya
untuk menantang kekuatan monopolistis
asosiasi para operator adalah langka, dan dapat
memicu perlawanan balik.

5.2.3 Pasar terbuka (deregulasi)

Dalam sistem pasar terbuka, setiap operator
berkualitas, yaitu yang memenuhi kriteria yang
ditetapkan secara organisasi dan keselamatan
diberi kebebasan untuk mengoperasikan layan-
an sesuai keinginan masing-masing operator,
termasuk menentukan trayek sendiri. Contoh-
nya yang terdokumentasi baik dalah di kota-
kota Inggris di luar London.

Ada beberapa contoh industri bus yang sudah
dideregulasi di negara-negara berkembang yaitu
kota-kota di mana pemerintah mengambil
langkah-langkah untuk menjamin keterbukaan
pasar. Namun demikian, banyak contoh indus-
tri bus tidak diatur secara efektif.

5.2.4 Vakum (Hampa) peraturan

Jika pemerintah tidak memiliki kebijakan yang
jelas, maka prioritas dan prosedur, pengambilan
keputusan cenderung dilakukan secara ad hoc,
dan setiap masalah harus dinegosiasikan dengan
berbagai kelompok yang berkepentingan.

Ketiadaan prinsip menciptakan ’kehampaan
peraturan’ di mana operator dapat merasa me-
miliki hak, yang kemudian menjadi mendarah-
daging, yang kemudian mereka pertahankan
mati-matian. Bahkan operator ilegal yang telah
mapan dalam situasi kesenjangan di pasar yang
diciptakan oleh sistem yang kaku dalam me-
nanggapi perubahan permintaan, dapat merasa
memiliki hak operasi.

Suatu kehampaan peraturan juga mendorong
operator dari berbagai moda angkutan untuk
berkonsolidasi dan membentuk asosiasi para
pengusaha, sering kali dipimpin oleh ‘orang
kuat’ yang berpengaruh, dimana tujuan utama-
nya adalah untuk melindungi kepentingan
anggota terhadap inisiatif kebijakan yang tidak
menguntungkan bagi golongan mereka. Mereka
juga cenderung untuk memaksakan kontrol
yang tidak selaras dengan hukum dan menarik
pungutan dari operator.

Organisasi semacam itu dapat mengklaim
mewakili kepentingan golongan operator secara
sah, dan dalam beberapa hal (misalnya dengan



mengontrol akses ke izin trayek, moda atau wi-
layah operasi) memang memegang mandat dari
para operator. Karena keanggotaan yang besar
dan cenderung menjadi militan, organisasi-or-
ganisasi ini seringkali memiliki kekuasaan yang
cukup besar, dan akhirnya dapat memiliki ke-
kuatan lebih daripada pemerintah. Kekuasaan
ini dapat lebih ditingkatkan menjadi ’korupsi
pemerintah’ (misalnya, hasil dari pungutan
haram dan pemerasan dialirkan kepada oknum
aparat pemerintah, yang kemudian memiliki
kepentingan dalam mempertahankan sistem
yang busuk itu). Pada akhirnya, operator seakan
memiliki hak veto, yang dilakukan melalui aksi
pemogokan atau demonstrasi. Penggunaan hak
veto ini, atau antisipasi pemerintah akan digu-
nakannya hak veto, cenderung berujung pada
keraguan oleh pemerintah atau keengganan
untuk melakukan terobosan-terobosan.

Dampak dari kehampaan peraturan adalah
seringnya terjadi perselisihan, baik antara pe-
merintah dan pengusaha, dan antara berbagai
kelompok operator. Negosiasi atau penghindar-
an konflik-konflik ini dapat menyita banyak
sumber daya manusia (staf pemerintahan),
sehingga tugas utama mereka dari untuk mela-
kukan pemantauan sistematis dan perencanaan
menjadi terbengkalai.

Ini juga berdampak pada keputusan-keputusan
kecil (seperti perubahan trayek yang mempe-
ngaruhi trayek lain) cenderung dieskalasi ke
tingkat pimpinan pemerintahan. Negosiasi
antara pemerintah dan operator cenderung
kurang memperhatikan kepentingan pengguna.
Regulasi Ad-hoc pada dasarnya bersifat reaktif.
Permasalahan hanya didengar ketika sudah
menjadi cukup besar, atau perdebatan yang
cukup sengit. Ada kecenderungan mencari
solusi sementara dan kompromistis —untuk
mengobati gejala— yang akhrinya melanggeng-
kan kebijakan yang ad hoc tersebut. Dampak
kebijakan ad hoc adalah tingkat perubahan
yang sangat lamban. Seringkali ‘perimbangan
kekuatan’ antara operator dan pemerintah lebih
menguntungkan operator. Siklus kemudaratan
akibat kurangnya kebijakan dan regulasi yang
jelas, peraturan yang tidak tepat, pengendalian
liar, menyebabkan terbengkalainya kebutuhan,
bermunculannya moda ilegal, dan lestarinya
pelayanan buruk dan rendahnya investasi di-
ilustrasikan dalam Gambar 9.
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Kekurangan dalam
koherensi kebijakan

\ %

‘ Tujuan kebijakan ‘

yang tidak jelas

\ %

Kebijakan yang pasif
dan tidak sesuai

Resiko tinggi

Investasi minimum
dan organisasi

Kontrol
terlarang

Jaringan Kaku,

tidak fleksibel
Kualitas pelayanan
rendah
TANGGAPAN DARI i KARAKTERISTIK
PARA OPERATOR JARINGAN
Kebutuhan yang
tidak terlayani

\ %

Moda informal
dan illegal

9.3 Peran pemerintah

Peran yang dimainkan oleh pemerintah atau
pengawas akan bervariasi antara tiga model,
(tidak ada persaingan; persaingan yang diken-
dalikan dan persaingan terbuka) tetapi badan
yang efektif diperlukan untuk suksesnya ma-
sing-masing model.

Dibawah model ’tanpa persaingan’ diperlukan
badan pengawas untuk memastikan bahwa
operator memenuhi standar layanan tertentu,
cakupan dan kualitas kinerja. Namun de-
mikian, dalam sistem monopoli oleh swasta
pemerintah mungkin tidak memiliki kekuasaan
yang memadai untuk menindak operator jika
standar tidak dipenuhi karena operator petaha-
na (incumbent) akan sulit untuk diganti dalam
jangka pendek dan sering akan menyalahkan
kelemahan pada kekurangan peraturan atau
kondisi operasional. Dengan tidak adanya ope-
rator pembanding, pemerintah akan cenderung
untuk menerima tanpa kritik. Hal ini dapat
melemahkan inisiatif perencanaan dan terobos-
an oleh pemerintah.
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Gambar 9

Suatu ’lingkaran-setan’
yang menggambarkan
agaimana
lembaga-lembaga
regulasi yang tidak
efektif dapat membuar
risiko menjadi semakin
tinggi / kesetimbangan
biaya rendah /

kualitas rendah dalam
industri transportasi

angkutan umum.
Louis Berger Inc, 2002
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Dalam kasus operator sektor publik/badan
usaha milik pemerintah, badan pengawas
mungkin berada ’satu atap’ dengan operator
(biasanya suatu departemen atau dinas di
pemerintahan kota) dan tidak sepenuhnya
independen. Kemungkinan lain adalah adanya
dewan pengawas.

Monopoli memberikan insentif yang buruk
untuk melakukan pengendalian biaya (cende-
rung boros biaya operasi) dan badan pengawas
mungkin memiliki tugas untuk menyampaikan
tuntutan-tuntutan kepada pemerintah untuk
menanggung biaya defisit operasi yang terus
meningkat. Pemerintah sendiri dapat menjadi
penyebab defisit akibat pemborosan ini, misal-
nya dengan menambah pegawai berlebih.

Pemerintah mungkin tidak bersedia untuk
menaikkan tarif ke tingkat kelayakan finansial
karena alasan politik. Ini adalah jalan yang
terjal dimana perusahaan bus pemerintah yang
monopolistis seringkali terjungkal. Pembusukan
dapat mencapai tingkat yang ekstrim sebelum
keharusan untuk reformasi disadari.

Dalam persaingan yang dikendalikan dengan
cara 'untuk meraih pasar’, pemerintah akan
bertanggung jawab untuk perencanaan dan
pengembangan pelayanan angkutan umum
keseluruhan, termasuk semua moda, mungkin
sampai mendetil ke jadwal operasi.

Peran pemerintah akan mencakup:

B Perencanaan infrastrukeur transportasi dan
sistem teknis (seperti sistem informasi dan
sistem tiket);

B Menentukan setiap trayek dalam jaringan
dan menetapkan parameter layanan;

B Pengadaan jasa melalui tender dan kontrak,
dan mengelola kontrak-kontrak;

B Memecahkan masalah koordinasi antar
operator;

B Pemantauan/supervisi kepatuhan operator
setiap kontrak trayek/koridor;

B Pemantauan jaringan secara keseluruhan
terhadap permintaan;

B Penetapan tarif pengguna.

Untuk tugas-tugas ini, sebuah basis data trans-

portasi angkutan yang komprehensif perlu diba-

ngun dan dipelihara.

Lembaga (dinas atau badan pemerintah lainnya)
yang berwenang juga akan menjadi penasihat
utama pimpinan pemerintah dalam kebijakan

24

angkutan umum. Lembaga tersebut akan
merekomendasikan standar pelayanan termasuk
kapasitas dan kualitas, standar lingkungan, tarif,
kendaraan dan kondisi ketenagakerjaan.

Dalam pasar terbuka tanggung jawab utama pe-
merintah adalah memastikan bahwa persaingan
tetap efektif, dan untuk mempertahankan dan
menegakkan standar keselamatan minimum
(termasuk kelaikan jalan) dan standar lingkung-
an bagi operator dan kendaraan. Peran pemerin-
tah tidak akan sampai pada perencanaan jaring-
an dan jasa secara komprehensif — ini akan
dilakukan oleh operator. Sistem pendaftaran
trayek dan bus digunakan sebagai sarana untuk
memonitor jaringan pelayanan oleh pemerintah.
Pemerintah mungkin memiliki tanggung jawab
untuk pengadaan layanan yang tidak tersedia
oleh pasar. Hal ini akan dilakukan melalui
tender dan kontrak.

9.4 Faktor-faktor yang membedakan
kerangka regulasi di kota-kota
berkembang dan kota-kota maju

Seperti telah dijelaskan di atas, ada perbedaan
yang mencolok antara kota-kota berkembang
dan kota-kota maju dan dalam hal karakteristik
dasar dari sistem angkutan umum mereka. Hal
inilah menentukan kerangka regulasi mereka.

Ciri sistem angkutan umum yang khas kota-

kota berkembang adalah:
B Tidak ada subsidi, kecuali dimana peru-
sahaan bus milik pemerintah mendapat
subsidi berupa talangan, yaitu dimana defisit
mereka dibebankan ke anggaran pemerintah.
Perushaan swasta biasanya menutupi biaya
sepenuhnya dari tarif. Hal ini disebabkan
beberapa alasan:
> Sebagian besar kota berkembang sangat
bergantung pada sistem paratransit yang
rendah-biaya dan rendah-kualitas (murah-
meriah) yang akhirnya mencapai cost
recovery/kelayakan finansial meskipun
terdapat kendala keterjangkauan penggu-
na. Moda paratransit mengisi kesenjangan
dari segi kualitas, cakupan jaringan atau
kapasitas moda angkutan formal;

> Tata kelola subsidi membutuhkan meka-
nisme administratif yang canggih agar
memastikan dana subsidi tersalurkan
secara efisien dan bertanggung jawab.



Pemerintah kota berkembang sering keku-
rangan kemampuan dalam hal ini;

Subsidi paling mudah diterapkan pada
sistem yang dilayani oleh perusahaan besar
yang akuntabel dan bertanggung jawab,
sedangkan perusahaan perorangan sangat
mendominasi di kota-kota berkembang;
Pemerintah kota berkembang sering keku-
rangan dana untuk mensubsidi angkutan
umum, karena ada prioritas lain.

Integrasi trayek, moda dan tarif relatif sedi-
kit atau jarang terjadi;

Kerangka regulasi tidak mengenakan
kewajiban pelayanan pada operator. Hal

ini sering didapati karena pihak berwenang
tidak memiliki kemampuan yang memadai
untuk merencanakan jaringan taryek dan
menegakkan kewajiban pelayanan. Peraturan
cenderung permisif — kendaraan diberi izin
untuk beroperasi pada trayek dan insentif
utama untuk mengoperasikan kendaraan
adalah insentif operator untuk menghasilkan

Y

Y

Kotak 4:
Tahapan dalam pengembangan sistem
angkutan umum Singapura

Sistem transportasi angkutan umum Singapura
dianggap sebagai sistem ’berkembang’ di tahun
1970-an dengan operator bus monopolitis SBS
menyediakan layanan yang buruk, pada jam
sibuk ditambah oleh bus sekolah dan bus kon-
trak berdasarkan ’'skema tambahan’, menyerupai
paratransit. Peraturan ini dibuat oleh Departemen
Perhubungan.

Pada tahun 1987 trayek MRT pertama kali dibuka
dan untuk memfasilitasi integrasi, undang-undang
mengamanatkan pembentukan Dewan Trans-
portasi Publik (PTC) pada tahun 1987 dengan
tanggung jawab untuk menyetujui trayek bus dan
tingkat tarif untuk bus, taksi dan MRT. Pada tahun
1989 perusahaan Transportation Link Ltd (TL)
didirikan, dengan modal investasi patungan dari
SMRT, SBS, dan TIBS untuk melakukan peren-
canaan trayek bus terpadu dan mengelola sistem
tiket terintegrasi. Pengembangan ini menaikkan
Singapura ke kategori ‘'maju’ dalam sistem trans-
portasi angkutan umum kota. Luar biasa, namun
angkutan umum tidak disubsidi secara langsung,
kecuali dalam bentuk biaya infrastruktur.

Integrasi dilanjutkan dengan pembentukan SLTA
pada tahun 1995, rasionalisasi trayek bus untuk
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pendapatan dari tarif penumpang. Tidak ada
sanksi akibat kegagalan beroperasi. Perubah-
an trayek dan kapasitas cenderung inkremen-
tal, dan biasanya dalam menanggapi tekanan
dari masyarakat atau operator.

B Persaingan di pasar umumnya tidak efektif
meskipun terdapat beberapa operator karena
langkah-langkah peraturan pemerintah
yang membatasi berlebihan dan oleh asosiasi
operator yang membatasi akses ke trayek dan
terminal. Apabila persaingan terjadi pada
paratransit, cenderung untuk ada insentif
bagi peningkatan layanan. Menciptakan
persaingan di dalam pasar atau untuk
meraih pasar, membutuhkan perencanaan
yang efektif dan kemampuan menegakkan
regulasi, setidaknya untuk mewajibkan pela-
yanan dan mengembangkan jadwal minimal.
Apabila terdapat operator milik pemerintah,
mereka cenderung memiliki keunggulan
komersial dan seringkali didapti peraturan
yang melindungi mereka dari kompetisi;

menunjang perluasan jaringan MRT dan jaringan
LRT (yang terdiri 95 stasiun pada tahun 2003) dan
sistem tiket elektronik universal berupa smart-
card ’ez-link’ diperkenalkan pada tahun 2002.
Ini bertujuan untuk memperlancar perjalanan
sepanjang jaringan angkutan umum.

Uniknya, sebagai sistem perkotaan yang sangat
maju, subsidi transportasi di Singapura terbatas
pada biaya modal dan infrastruktur saja (yang
mencakup terowongan, drainase, stasiun, sistem
persinyalan dan set pertama kereta api pada
trayek baru) namun jumlah subsidi sangatlah besar
mengingat pembangunan 128 km dari metro dan
light rail dalam dua puluh tahun terakhir. Biaya
operasional ditutupi oleh tarif.

Sistem duopoli dalam penyediaan layanan bus
(oleh SBS dan TIBS) dipertegas dengan kebijakan
transportasi tahun 1996 dengan alasan stabilitas
dan potensi untuk mensubsidi trayek bus yang
merugi secara internal dengan subsidi silang.
Pemerintah mengklaim bahwa dua operator bus
bersaing ’dalam hal tingkat efisiensi, efektivitas
biaya dan tingkat pelayanan’, dan menyatakan
bahwa Singapura tidak akan bergerak menuju
persaingan yang lebih intensif di pasar jasa ang-
kutan bus, atau persaingan ’untuk meraih pasar’
(demi terciptanya pasar bebas). (A World Class
Transport System. White Paper. Singapore Land
Transport Authority 1996.)
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B Kemampuan kelembagaan yang rendah
membatasi ruang lingkup fungsi regulasi
dan terjadi kesulitan dalam menerapkan
langkah-langkah regulasi di sektor informal;
regulasi sering terbatas pada penerbitan izin
dan menarik pungutan.

Ciri sistem transportasi di kota-kota maju:

B angkutan umum disubsidi, biaya trans-
portasi umumnya tinggi, sepadan dengan
kualitas yang tinggi pula. Mungkin ada
prosedur untuk memastikan agar pelayanan
yang diperoleh adalah yang terbaik untuk
dana subsidi yang dikeluarkan;

B Kualitas layanan dan kehandalan yang
tinggi untuk mencapai tujuan mengalihkan
perjalanan dari kendaraan pribadi, membe-
rikan kesetaraan mobilitas kepada anggota
masyarakat yang kurang beruntung serta
memenuhi standar lingkungan yang tinggi,
tidak dibatasi oleh penetapan tarif;

B Integrasi antara moda sangat baik, trayek
dan tarif terintegrasi; tarif yang berlaku
umum dan/atau diterapkan sistem tiket
tunggal terintegrasi. Pengumpulan pengha-
silan dari tarif dilakukan oleh pemerintah
maupun dengan sistem lain yang mengatur
pembagian hasil pendapatan tarif di antara
para operator;

B Tidak ada moda paratransit informal;

B Operator dikenakan kewajiban pelayanan;

B Terdapat otoritas transportasi yang efektif
dengan kemampuan yang sangat canggih
untuk perencanaan, pengadaan jasa pelayan-
an dan pemantauan, diarahkan oleh dewan
pengawas yang kekuasaan dan tugasnya
diatur oleh undang-undang;

B Mungkin ada operator milik pemerintah
yang mendapatkan hak monopoli.

Karakteristik dari sistem yang sudah sangat

maju disadari sebagai model yang diacu oleh

rancangan regulasi transportasi Uni Eropa yang
dijelaskan dalam bab berikutnya.

Dengan karakteristik-karakteristik yang telah
dijelaskan diatas, kota dapat diklasifikasikan
berdasarkan tahap pengembangan sistem trans-
portasi-nya, dan juga dapat digunakan untuk
mengidentifikasi sejauh mana sistem transpor-
tasi tersebut telah bertransisi dari satu kategori
ke kategori berikutnya. Contoh dari pengalam-
an Singapura akan dijelaskan di bawah ini.

26

9.5 Implementasi persaingan yang
dikendalikan

Ada dua pokok pembahasan dalam strategi
persaingan yang dikendalikan:

B Strategi regulasi;

B Akses terhadap pasar: cara pengadaan.

5.5.1 Strategi regulasi

Angkutan umum di sebagian besar Eropa,
Amerika Utara, Australasia (termasuk Australia,
Selandia Baru dan negara-negara kepulauan
Pasifik) dan kota-kota bekas negara komunis
beroperasi dengan model monopoli pemerin-
tah. Akhir-akhir ini ada kecenderungan kuat
menuju model kompetisi yang dikendalikan
dengan cara mengontrakkan penyediaan layan-
an angkutan umum ke beberapa pemasok/
operator, dimana kontrak memberikan hak eks-
klusif untuk jangka waktu tertentu. Kecende-
rungan ini telah diperkuat oleh draft peraturan
Uni Eropa yang akan dijelaskan berikut ini.

Relatif sedikit ota-kota negara berkembang
yang telah mengadopsi model kompetisi dengan
tender kontrak, walaupun beberapa negara
Amerika Selatan telah memulainya.

Jenis-jensi kontrak

Terdapat beberapa strategi kontrak, antara lain:

B Kontrak manajemen, di mana pemerintah
memiliki aset;

B Kontrak jasa layanan: baik "biaya kotor’
(bruto) maupun ’biaya bersih’ (netto).

Kontrak layanan - biaya kotor atau biaya
bersih

Dalam kontrak ’biaya kotor’, semua pendapatan
dikumpulkan oleh otoritas/ pemerintah, sehing-
ga resiko pendapatan ditanggung pemerintah.
Yang menjadi pertimbangan operator hanyalah
biaya menyediakan layanan sesuai kontrak,
yang dapat diperkirakan dengan tingkat akurasi
tertentu.

Dalam kontrak ’biaya bersih’, dimana operator
membuat penawaran berupa prakiraan penda-
patan yang diharapkan untuk trayek tertentu,
ditambah jumlah subsidi (jika ada) yang diper-
lukan untuk menutupi biaya mereka. Penawar-
an akan mencakup premi yang telah memper-
hitungkan risiko bila pendapatan yang diharap-
kan tidak tercapai. Dalam tender-tender yang
dilakukan Kota London, di mana permintaan



penumpang untuk masing-masing trayek sudah
terbentuk sejak lama dan sudah mapan, biaya
bus per km hasil tender adalah sekitar 10%
lebih murah murah dengan kontrak biaya-kotor
dibanding kontrak biaya-bersih. (Rezim Tender
Bus London -Prinsip dan Praktek. Toner JP.
Konferensi Internasional ke-7 Kompetisi dan
Kepemilikan dalam Transportasi Angkutan
Penumpang Darat Juni 2001)

Kotak 5:
Sistem Lisensi Bus di Hong Kong

Situs web Pemerintah Hong Kong memberikan
gambaran umu dari sistem kontrak lisensi trans-
portasi angkutan umum di Hong Kong.

Diadaptasi dari http://www.info.gov.hk/info/fran-
chis.htm, diperbarui Oktober 2002

Kontrak lisensi bus telah diberikan melalui tender
sejak tahun 1991. Perusahaan bus pemegang
kontrak lisensi menghadapi persaingan tajam
dari moda transportasi lainnya, termasuk kereta
api dan minibus pemerintah. Pada paruh pertama
tahun 2002, perusahaan bus pemegang lisensi
mengangkut 39,1% dari perjalanan angkutan
umum harian.

Ada lima perusahaan bus dan satu perusahaan feri
penyebrangan yang beroperasi di bawah sistem
kontrak lisensi — KMB, NWFB, Perusahaan Bus
New Lantao (1973) Perseroan Terbatas (NLB),
Citybus (mengoperasikan dua jaringan trayek),

Modul 3c: Regulasi dan Perencanaan Bus

Di kota-kota seperti Hanoi, Vietnam, yang
tidak memiliki jaringan trayek bus yang luas,
data dasar seperti data kebutuhan penum-
pang potensial di koridor tertentu dan elas-
tisitas permintaan dalam kaitannya dengan
tarif harus diperkirakan dan dianalisis dari
data-data empiris. Akurasi prediksi tersebut
tergantung pada kualitas input data dan dapat
diharapkan bahwa operator peserta tender akan

LW dan "Star” Ferry Perseroan Terbatas (SF).
Pemerintah menunjuk dua direktur yang duduk
sebagai komisaris di masing-masing perusahaan.

Untuk membuat operasi mereka lebih transparan,
perusahaan operator diwajibkan mempublikasikan
laporan berkala dalam bentuk buku saku (booklet)
yang berisi informasi keuangan dan operasional
kepada publik. Perusahaan juga diwajibkan untuk
menyerahkan program dan rencana bisnis lima
tahun ke depan kepada Komisi Transport untuk
persetujuan. Untuk perusahaan bus, program ini
termasuk program pengembangan trayek dalam
dua tahun pertama dan rencana program ini belum
final/sah sebelum dikonsultasikan dengan peja-
bat yang relevan. Operator juga didorong untuk
mempublikasikan janji kinerja dan standar layan-
an, informasi trayek, dan memperkuat hubungan
layanan pelanggan (customer relation) mereka.
Semua perusahaan operator telah membentuk
kelompok penghubung pelanggan untuk berinte-
raksi langsung dengan masyarakat dengan tujuan
menilai dan meningkatkan standar pelayanan.

Gambar 10

Sistem kontrak-lisensi
telah berbasil
digunakan untuk
menciptakan
persaingan sehat di
sektor jasa angkutan
bus di Hong Kong.

Karl Fjellstrom, 2001
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menambahkan premi risiko untuk kontrak
’biaya bersih’ sekitar 20-30%.

Jadi, kontrak biaya-kotor akan lebih murah bagi
pemerintah dalam suatu lingkungan di mana
data permintaan yang dapat diandalkan tidak/
belum tersedia.

Kontrak biaya-kotor (bruto) melibatkan risiko
yang dibebankan kepada otoritas yang tidak
dibeban-teruskan kepada operator, dan juga
tidak menikmati seluruh pendapatan yang
dikumpulkan pemerintah. Namun demikan,
apabila sebagian besar pendapatan dari non-
operasional langsung dikelola oleh pemerintah
(misalnya, dengan penjualan tiket pra-bayar,
tiket terusan, tiket bulanan, penjualan dengan
mesin tiket otomatis di halte dan outlet ritel)
risiko ini dapat dikurangi.

Kontrak biaya-bersih per trayek membuka po-
tensi untuk kompetisi di dalam pasar, meskipun
persaingan harga akan berkurang di mana tarif
tiket dibuat terintegrasi.

Dalam memutuskan apakah akan mengadopsi
kontrak biaya-bersih atau kontrak biaya-kotor,
perlu dipertimbangkan proporsi/besarnya ke-
bocoran pendapatan dari tiket yang dibayarkan
tunai dalam biaya kontrak-kotor dibandingkan
dengan premi risiko pendapatan yang mungkin
ditambahkan oleh operator peserta lelang pada
kontrak biaya-bersih. Di London, kontrak
campuran antra biaya-kotor dan biaya-bersih
digunakan untuk paket trayek yang berbeda.

Kontrak berbasis kualitas

Kritik yang sering dilontarkan terhadap kon-
trak biaya-kotor adalah bahwa operator tidak
memiliki insentif untuk mencari penumpang
tambahan dengan menambah layanan karena
penghasilannya tidak tergantung pada pen-
dapatan tiket. Bahkan dalam kontrak biaya-
bersih insentif untuk menarik penumpang
tambahan sangat lemah. Untuk mengatasi
disinsentif ini, kontrak berbasis kualitas telah
diadopsi di beberapa negara (Norwegia, Aus-
tralia, Selandia Baru).

Kontrak berbasis kualitas adalah suatu bentuk
kontrak insentif, yang bertujuan untuk menda-
patkan layanan terbaik bagi pengguna untuk
setiap tingkat subsidi yang diberikan. Kontrak
seperti itu menggunakan ukuran/indikator ki-
nerja yang jelas, terdefinisikan dengan baik dan
dapat diprediksi dengan jelas untuk mencapai
layanan yang lebih berorientasi pada pelanggan/
pengguna, perencanaan layanan jangka panjang
yang lebih baik dan integrasi jaringan regional

yang lebih baik.

Kontrak berbasis kualitas bersifat fleksibel dan,
tidak seperti halnya tender kompetitif, tidak
perlu dibatasi jangka waktu. Kontrak berbasis
kualitas cenderung memperkuat insentif pasar
dan mengurangi biaya negosiasi kontrak selama
kebutuhan untuk negosiasi ulang kontrak relatif
jarang terjadi. Sesuai kontrak, operator diwajib-
kan untuk mengumpulkan data dari pengguna
dan persepsi mereka tentang kualitas layanan
yang digunakan untuk mengukur persepsi pe-
langgan tentang kinerja. Parameter yang paling

Tabel 3:

Berbagai kemungkinan pengaturan sistem persaingan dallam layanan angkutan bus

Sistem Karakteristik

Monopoli pemerintah
Kontrak Manajemen

Layanan jasa layanan:
W Biaya-kotor (bruto)

produksi terendah
W Biaya-bersih (netto)
pendapatan

Kontrak lisensi

Lisensi berbasis mutu/
Kualitas

Lisensi berbasis jumlah

Pasar terbuka

Otoritas/pemerintah memiliki dan mengoperasikan sistem
Otoritas/pemerintah memiliki sistem, manajemen di-pihak-ketiga-kan

Pendapatan masuk ke otoritas, peserta lelang bersaing untuk biaya

Pendapatan masuk ke operator, peserta lelang bersaing untuk biaya dan

Otoritas dapat menentukan beberapa parameter dari jasa layanan
Setiap operator yang memenubhi kriteria kualitas dapat beroperasi

Pembatasan jumlah, cukup ketat untuk menimbulkan persaingan sehat
Bebas masuk, dengan beberapa aturan dasar
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Kotak 6:

Reformasi perizinan dan peraturan
Diadaptasi dari SUTP GTZ, 2001

Sistem perizinan di kota-kota berkembang saat ini, di
mana tidak ada orang atau organisasi yang bertang-
gung jawab untuk memastikan layanan transportasi
publik yang memadai untu trayek tertentu, adalah
masalah yang sangat mendasar dari angkutan umum.

Para regulator harus menderegulasi layanan bus (yang
sepertinya tidak akan mereka lakukan), atau sebagai
alternatif, merencanakan dan mengatur secara efektif.
Untuk melaksanakan perencanaan dan regulasi yang
pemerintah sebagai regulator membutuhkan staf
dan tenaga ahli untuk memantau kinerja transpor-
tasi angkutan umum. Jika layanan yang disediakan
kepada publik tidak memadai/memuaskan, mereka
harus siap untuk membuat perubahan. Dalam hal ini
jelaslah bahwa prosedur yang lama, dimana beberapa
operator memegang lisensi/izin trayek untuk trayek
yang sama, dan di mana lisensi mengalokasikan bus
khusus untuk trayek tertentu untuk durasi lisensi rute,
harus diakhiri. Setiap rute harus memiliki oleh satu
operator yang bertanggung jawab untuk memastikan
operasionalisasi layanan pada rute itu. Ini memerlu-
kan perubahan mendasar dalam prosedur perizinan
operator —yaitu, individu, perusahaan, konsorsium
atau bentuk badan hukum lainnya— harus menjadi
pemegang lisensi.

Operator trayek dituntut untuk memberikan layan-
an "memuaskan” dan untuk itu diperlukan definisi
atas sejumlah parameter layanan utama yang dapat
meliputi:

Keberangkatan bus pertama dan terakhir;
Jumlah bus minimum dalam pelayanan jam puncak;
Kapasitas bus yang akan digunakan;

Headways yang akan diberikan untuk masing-
masing waktu operasi;

Kapasitas minimal jam puncak per arah;
Perjalanan total harian;

Penumpang maksimum jam puncak;

Spesifikasi kendaraan termasuk posisi mesin,
tempat duduk, a/c, ketinggian lantai, kapasitas
maksimal termasuk penumpang berdiri yang sesuai
ketentuan hukum, lebar lorong, tinggi kabin dan
jumlah pintu.

Semua ukuran tersebut berhubungan dengan kualitas
layanan dari sudut pandang pengguna. Kondisi yang
tepat dapat diubah melalui kesepakatan bersama
antara operator dan otoritas perizinan/pemerintah
untuk menyesuaikan pelayanan dengan perubahan
keadaan. Hal ini sangat penting. Karena tujuan uta-
maadalah untuk meningkatkan jumlah penumpang,

Modul 3c: Regulasi dan Perencanaan Bus

maka penambahan armada atau mengganti armada
dengan bus yang lebih besar pada trayek sangat
penting untuk mendongkrak peningkatan jumlah
penumpang. Sementara operator harus diberi ke-
leluasaan untuk menambahkan bus asalkan kondisi
minimum terpenuhi, otoritas perizinan/dinas per-
hubungan juga harus mempertahankan hak untuk
meminta layanan yang lebih baik jika hasil pemantauan
menunjukkan operator tidak menanggapi peningkatan
permintaan secara memadai.

Sementara ketentuan-ketentuan di atas berkaitan
dengan kewajiban operator, sangat penting diuat
perjanjian/kontrak yang menjelaskan tarif, jika di-
kendalikan oleh regulator, harus diperbolehkan untuk
naik sehingga operator dapat menutup semua biaya
operasional yang sah termasuk depresiasi dan bunga,
dan juga mendapat pengembalian atas investasi
yang wajar.

”Dalam hal ini jelaslah babwa
prosedur yang lama, dimana
beberapa operator memegang
lisensi/izin trayek untuk trayek
yang sama, dan di mana lisensi
mengalokasikan bus khusus untuk
trayek tertentu untuk durasi lisensi
rute, harus diakbhiri. Setiap rute
harus memiliki oleh satu operator
yang bertanggung jawab untuk
memastikan operasionalisasi

layanan pada rute itu.”

Operator juga harus diwajibkan untuk membuat lapor-
an Kinerja kepada pihak pemerintah secara teratur.
Perjanjian antara operator dan regulator harus berisi
beberapa ketentuan bagi regulator untuk menindak
operator jika layanan tidak tersedia seperti yang diten-
tukan. Idealnya hal ini dilakukan bertahap, sehingga
pelanggaran pertama menerima denda kecil semen-
tara pelanggaran berikutnya dan pelanggaran serius
dapat mengakibatkan hilangnya kontrak-izin trayek.

Tidak ada lisensi khusus diperlukan untuk bus, dan
tidak ada pembayaran lain selain biaya pendaftar-
an kendaraan normal yang diperlukan. Pemerintah
sekuat tenaga memastikan bahwa biaya layanan
adalah seminimal mungkin. Pemajakan atas penye-
diaan jasa transportasi angkutan yang normal harus
sekecil mungkin.
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penting akan waktu perjalanan, informasi pela-
yanan pada halte dan pada kendaraan, tingkat
tarif dan strukeur diskon.

Disamping itu, lembaga pemerintah yang
berwenang atas angkutan umum dapat meng-
gunakan tender sebagai ancaman untuk men-
disiplinkan perusahaan operator apabila tingkat
layanan yang ditentukan tidak tercapai.

Sebuah percobaan kontrak berbasis kualitas di-
lakukan di daerah Hordaland County, Norwe-
gia antara 2000 dan 2003 (Pengalaman dengan
Kontrak berbasis Kualitas pada Transportasi
Angkutan Umum di Norwegia. D M Berge,

S Brathen, O Hauge dan F Ohr. Konferensi
Internasional ke-8 Kompetisi dan Kepemilikan
di Penumpang Transportasi Darat 2003). Hasil
evaluasi menunjukkan bahwa operator cukup
tanggap terhadap insentif yang diberika, dan
pengguna melaporkan peningkatan kualitas
layanan secara signifikan.

Kontrak insentif berbasis jumlah pengguna

Sebuah metode alternatif untuk mengatasi dis-
insentif untuk menarik pengguna tambahan
dalam kontrak biaya-kotor adalah dengan kon-
trak insentif berbasis jumlah pengguna (patro-
nage) di mana operator menerima pembayaran
tambahan untuk menarik penumpang tambah-
an. Insentif ini hanya layak ketika permintaan
telah stabil dan peningkatan jumlah pengguna
dapat diukur.

Kontrak trayek atau wilayah

Suatu kontrak dapat mengatur operasi per-
trayek, atau dapat memberikan hak eksklusif
untuk menyediakan layanan di wilayah tertentu
dalam kota, namun tetap tunduk terhadap hak
operator lain untuk mengakses demi kemudah-
an operasional. Pemerintah dapat ‘menbendel’
beberapa kontrak trayek tunggal sehingga
secara de facto menjadi izin operasi eksklusif
untuk wilayah tertentu. Beberapa manfaat
utama dari kontrak semacam ini adalah dapat
diwujudkan hanya jika operator memiliki
insentif untuk meningkatkan jumlah pengguna
bus, yaitu kontrak adalah pada sepenuhnya
komersial, atau atas dasar biaya-bersih.

Keuntungan utama dari kontrak yang meliputi
suatu wilayah adalah dimungkinkannya peng-

alihan tanggung jawab perencanaan dan peran-
cangan jaringan trayek dari pemerintah kepada
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operator pemenang lelang, dimana akan sangat
mengurangi beban kerja pemerintah. Selanjut-
nya, operator wilayah (terutama yang beroperasi
dengan kontrak biaya-bersih, atau secara komer-
sial sepenuhnya) mungkin akan lebih tanggap
terhadap permintaan dan dengan demikian
menghasilkan layanan yang lebih sesuai dengan
permintaan dibandingkan rencana yang dibuat
oleh pemerintah, di bawah model satu kontrak-
satu trayek.

Operator wilayah yang besar dapat menikmati
laba dari skala ekonomi dan efisiensi operasional
yang lebih besar, misalnya dengan menugaskan
bus pada beberapa trayek, menurunkan ’jarak
tempuh mati (KM kosong)” antara pool/depot
dan terminal dan dengan mengintegrasikan tarif
dan trayek dalam wilayah operasinya. Operator
wilayah harus bertanggung jawab untuk keku-
rangan/rendahnya layanan di daerah mereka.
Bila operator diharapkan memberi pemasukan
resmi ke pemerintah, kontrak wilayah dapat
diharapkan memberikan penawaran yang lebih
tinggi dalam lelang dibandingkan untuk kon-
trak beberapa trayek, sehingga menghasilkan
lebih banyak pemasukan ke kas pemerintah.
Juga, karena kontrak beberapa trayek akan
menghasilkan lebih banyak kompetisi di dalam
pasar, yang akan menimbulkan risiko pendapat-
an bagi operator yang bekerja berdasar kontrak
biaya-bersih, yang mungkin akan tercermin
dalam ’premi risiko’ pada penawaran, yaitu biaya
kontrak yang lebih tinggi untuk pemerintah.

Karena investasi yang lebih besar diperlukan
untuk kontrak berbasis-wilayah, dan karena
penekanan pada pengembangan basis pelanggan/
pengguna tetap, kontrak-wilayah biasanya akan
memiliki jangka waktu yang lebih lama dari
kontrak trayek (misalnya 7-10 tahun dibanding-
kan dengan 4—7 tahun). Hal ini akan mengu-
rangi baik frekuensi dan jumlah tender/lelang
dibandingkan dengan kontrak beberapa trayek.

Meski kompetisi di dalam pasar mungkin ter-
batas pada zona wilayah di mana terdapat kon-
trak-trayek yang tumpang tindih, atau bila mana
masuknya trayek (yang dikontrakkan per-trayek)
ke dalam wilayah kontrak (yang dikontrakkan
berbasis wilayah) diperbolehkan, hal ini akan

mempromosikan kompetisi/persaingan sehat.

Namun demikian perlu diperhatikan beberapa
kerugian dari kontrak-wilayah. Ketergantungan



pada operator wilayah mungkin tinggi. Per-
masalahan yang lebih besar akan muncul
ketika diperlukan mengganti operator-wilayah
dibandingkan operator-trayek besarnya inves-
tasi awal dan posisi kuat dari operator petahana
(incumbent). Ada risiko gangguan terhadap
ketika operator-wilayah berubah.

Tabel 4 berikut ini akan merangkum isu dan
alternatif pilihan dalam desain kontrak perizin-
an bus.

Kebijakan Uni Eropa mengenai persaingan
yang dikendalikan

Kompetisi Terkendali adalah ’jalan tengah’
antara monopoli dan pasar terbuka. Pelelang-
an/tender hak eksklusif untuk trayek atau
jaringan trayek, untuk jangka waktu terbatas
memberikan para operator pemenang lelang
beberapa keleluasaan untuk melayani kondisi
pasar, sementara memungkinkan mereka untuk
mengembangkan pasar atas jasa layanan mereka,
sehingga mendorong pertumbuhan investasi.
Persyaratan suatu pelayanan publik, seperti
harga yang terjangkau, aksesibilitas, integrasi
jaringan dan integrasi tarif dan tiket dapat
terpenuhi oleh ’jalan tengah’ ini. Biasanya,
lembaga pemerintah kota yang berwenang atas
kebijakan angkutan umum membuat rencana
pelayanan untuk dioperasikan, melakukan pe-
masaran dan promosi layanan dan memastikan
bahwa layanan yang diberikan terintegrasi.

Komisi Eropa (Badan Eksekutif Uni Eropa)
telah mengakui bahwa strategi ini, diterapkan-
nya tekanan kompetisi/persaingan bebas secara
terkontrol menghasilkan biaya operasi yang
lebih rendah sementara menimbulkan insentif
untuk peningkatan kualitas layanan. Kualitas
pelayanan diyakini sangat penting sebagai prio-
ritas yang tinggi dari pengguna bus terutama
di Uni Eropa yang memiliki pilihan untuk
menggunakan mobil pribadi mereka.

Tabel 5 dipresentasikan oleh Komisi Eropa
untuk mendukung regulasi yang diusulkan.
Data ini berasal dari analisis kecenderungan/
tren angkutan umum di 30 kota besar Uni
Eropa selama tahun 1990-an. Data tersebut
membandingkan efek pada pengguna dan pe-
mulihan biaya dari tarif, sehubngan dengan tiga
strategi regulasi utama yang dijelaskan di atas:
B Tanpa persaingan;

Modul 3c: Regulasi dan Perencanaan Bus

B Deregulasi, seperti di kota-kota inggris di
luar london;

B Kompetisi terkendali — melelang hak
eksklusif.

Persaingan terkendali melalui tender keluar

hak eksklusif menjadi pemicu peningkatan

baik dari segi jumlah penumpang dan tingkat

pemulihan biaya operasional tarif (mengurangi

beban subsidi).

Dengan demikian, draft peraturan Uni Eropa
tersebut telah disusun; setelah menjadi bahan
diskusi selama beberapa tahun untuk mem-
perkenalkan kontrak layanan untuk angkutan
umum dan jasa transportasi lainnya. Kontrak
tersebut akan memberikan hak eksklusif untuk
jangka waktu terbatas, waktu dan area layan-
an yang terbatas dan harus diberikan melalui
persaingan terbuka (lelang/tender).

Elemen-elemen kunci dari rancangan peraturan

Uni Eropa tersebut adalah sebagai berikut:

B Mewajibkan pemerintah untuk meng-
amankan penyediaan jasa transportasi yang
memadai, yaitu yang responsif terhadap
kebutuhan, berkualitas tinggi dan dengan
harga terjangkau, terintegrasi, berkesinam-
bungan, standar keselamatan tinggi dan
tersedia untuk seluruh lapisan masyarakat;

B Menentukan kondisi dimana pihak yang
berwenang (pemerintah) diperbolehkan
memberi kompensasi pada operator transpor-
tasi/angkutan umum atas biaya penyediaan
pelayanan publik yang memenuhi persyarat-
an dan di mana mereka dapat memberikan
hak eksklusif untuk pengoperasian angkutan
penumpang umumy;

B Mewajibkan penggunaan kontrak layanan
publik bilamana terjadi pembayaran kom-
pensasi secara keuangan atas biaya jasa pe-
nyediaan pelayanan publik, atau pemberian
hak eksklusif;

B Mewajibkan pemberian kontrak hanya mela-
lui tender/lelang kompetitif yang adil, prose-
dur yang terbuka dan non-diskriminatif dan
dengan jangka waktu kontrak tidak melebihi
delapan tahun untuk layanan angkutan bus;

B Kontrak pelayanan publik dapat diberikan
secara langsung hanya jika nilai rata-rata ta-
hunan yang diperkirakan kurang dari EUR 1
juta, dan jika semua persyaratan pelayanan
publik digabungkan, nilai tahunan diperki-
rakan rata-rata kurang dari EUR 3 juta;
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Penggantian operator

Ketika pemerintah

Hong Kong mengganti
perushaan Cina Motor
Bus (CMB) dengan
perusahaan New World
First Bus pada tahun
1998, CMB diminta
untuk menjual sebagian
dari armada, dan trans-
fer sewa dua depot ke
operator yang baru
masuk. Salah satu
kriteria tender/lelang,
adalah operator peserta
lelang harus mempunyai
rencana yang matang
untuk transisi tersebut.



Transportasi Berkelanjutan: Panduan Bagi Pembuat Kebijakan di Kota-kota Berkembang

Tabel 4:

Skema desain kontrak lisensi (izin berbasis kontrak) - rangkuman isu dan pilihan

Skema kontrak Praktek umum dengan kontrak lisensi bus berskala kecil
Dasar untuk menentukan jumlah Prinsip 'kemudahan pengaturan':

operator B Beberapa kontrak-lisensi untuk setiap trayek sulit untuk diatur;

W’Satu kontrak-lisensi, satu trayek’ memudahkan untuk memasukkan
kewajiban pelayanan dalam kontrak lisensi;

B Di kota besar, kontrak lisensi trayek harus dibendel dalam paket per
wilayah atau untuk mempromosikan efisiensi;

m Ukuran paket kecil memudahkan penggantian operator dan
memudahkan kontrak berjangka waktu pendek.

Hal yang mendasari hak operasi Pilihan:
B Waktu keberangkatan dari terminal atau 'nomor urut keberangkatan'
sehari-hari;
H Trayek;
B Sekelompok trayek atau jaringan lokal;
m Wilaya.
Prinsip-prinsip perancangan desain | Sebaiknya terpisah, untuk memberikan kewajiban tanggung jawab
wilayah / kelompok trayek pelayanan, atau dirancang untuk saling tumpang tindih (overlap) agar
mempromosikan kompetisi.
Tugas perencanaan trayek dan Kontrak-lisensi biasanya memerlukan perencanaan jaringan trayek oleh
pembagian tanggung jawab antara | otoritas. Kontrak-lisensi berbasis wilayah memungkinkan pemindahan
operator dan otoritas/pemerintah tanggung jawab perencanaan jaringan pada operator pemegang kontrak.

Penentuan trayek oleh pemerintah Pemerintah dapat menetapkan:

B Semua parameter layanan (trayek, jumlah, jenis dan kualitas
kendaraan, tarif maksimum, periode operasi, frekuensi);

B Tidak ada parameter layanan (jika izin trayek individual);

B Parameter pelayanan maksimum dan minimum;

B Parameter pelayanan minimum saja.

Operator pemegang kontrak-lisensi mungkin diberi beberapa
keleluasaan untuk melebihi parameter layanan.

Jangka waktu kontrak B 3 tahun untuk minibus;

® Hingga 10 tahun untuk bus besar;

® Hingga 20 tahun jika memerlukan investasi dan pembangunan
infrastruktur.

Hak Eksklusif atau non-eksklusif Kontrak-lisensi dapat memberikan hak eksklusif atas trayek, terminal,
atau tempat berhenti/halte.

Kontrak-lisensi trayek atau wilayah eksklusif biasanya berisi kewajiban
pelayanan.

Kompetisi masih mungkin terjadi pada bagian trayek yang dilayani
bersama.

Kontrak-lisensi wilayah eksklusif harus memungkinkan/
memperbolehkan masuknya layanan lain atas alasan operasional.

Kriteria subsidi Subsidi dapat dibenarkan demi tujuan ekonomi dan sosial yang lebih
luas, terutama di mana mengurangi penggunaan mobil menjadi tujuan,
tetapi ada argumen kuat untuk mengatur tarif agar dapat pemulihan
biaya bila dimungkinkan.

Sebuah sistem yang disubsidi membutuhkan kompleksitas administrasi
dan akuntabilitas yang lebih besar.

Subsidi harus ditargetkan kepada pengguna yang membutuhkan, tidak
berlaku sebagai standar.

Cara memperlakukan operator Masing-masing operator (dan juga operator perorangan) mungkin
petahana (incumbent) cenderung menentang reformasi, mereka harus diundang untuk
mengkonsolidasikan ke dalam organisasi trayek dan ikut dalam lelang
untuk mendapatkan kontrak.
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Skema kontrak

Kebijakan tentang penyediaan bus

Kebijakan tentang penyediaan
depot/pool

Kebijakan terkait penyediaan
infrastruktur trayek

Kriteria untuk tender (lelang) /
pemberian kontrak

Kriteria dan prosedur untuk
perpanjangan kontrak atau
pembaharuan kontrak

Pembayaran untuk mendapatkan
kontrak
Pemantauan kinerja oleh otoritas/

pemerintah

Sanksi

Praktek umum dengan kontrak lisensi bus berskala kecil

Bus biasanya disediakan oleh operator pemegang kontrak kecuali dalam
skema kontrak manajemen.

Pembangunan depot/pool membutuhkan investasi yang besar,
waktu konstruksi yang lama, dan juga masalah ketersediaan lahan:
memerlukan masa kontrak yang lama, setidaknya sepuluh tahun.

Jika depot/pool disediakan oleh pemerintah, masa kontrak
dimungkinkan lebih pendek, penggantian operator lebih mudah.
Halte dapat disediakan oleh pemerintah, operator pemegang kontrak
atau pihak ketiga lainnya.

Jika para operator pemegang kontrak (ada beberapa operator) berbagi
fasilitas dengan masa kontrak yang pendek, pemerintah harus memiliki/
menguasai infrastruktur.

Kriteria seleksi akan bervariasi tergantung tujuan pemerintah.Pilihan:
m Kualitas pelayanan;

H Tingkat tarif;

H Jumlah pembayaran atau subsidi;

B Tingkat investasi.

Jika kontrak untuk layanan bersubsidi, tender ulang dilakukan saat
kontrak kadaluwarsa.

Jika tidak melibatkan subsidi, pembaharuan tergantung dan tunduk pada
kepatuhan dan kinerja yang memuaskan.

Pembayaran biasanya akan dibeban-teruskan kepada pengguna, jadi
biasanya tidak diperlukan pembayaran.

Penerimaan pembayaran dapat digunakan untuk subsidi silang dari
trayek yang menguntungkan kepada yang tidak/kurang menguntungkan.

Tingkat pemantauan tergantung sejauhmana kewajiban pelayanan.

Dimana persaingan tidak ada/ditiadakan, pemantauan yang lebih
penting dan hukuman merupakan bagian penting dari insentif operator.

Kontrak harus mencantumkan kewajiban operator untuk mengirimkan
data operasi kepada otoritas/pemerintah.

Otoritas/pemerintah harus melakukan program pemantauan.

Prosedur untuk menjaga keadilan, dengan pemberitahuan yang
memadai dan kesempatan untuk membuat representasi.

Sanksi harus kumulatif, dengan pelanggaran ringan menimbulkan poin
terhadap denda dan kehilangan eksklusivitas.

Sanksi Ultimate untuk serius, pelanggaran berulang mungkin terminasi
dini kontrak.

Performance bond mungkin tepat saat start-up.

Ketentuan tambahan untuk operasi bersubsidi

Risiko pendapatan

Mitigasi risiko pendapatan
Kriteria lelang/pemberian kontrak

Pada operator (kontrak biaya-kotor);
Pada otoritas/pemerintah (kontrak biaya-bersih);
Penyesuaian kontrak sesuai perubahan biaya input;

Biasanya tujuan utama adalah untuk mendapatkan nilai terbaik untuk
dana subsidi sehingga penawaran peserta lelang yang memenuhi
standar kualitas dan yang memerlukan subsidi terendah akan menang.
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Risiko Regulasi/
Kebijakan

Risiko regulasi/kebijak-
an dapat didefinisikan
sebagai risiko bisnis
yang ditanggung oleh
operator terkait pelaksa-
naan kekuasaan per-
aturan oleh pemerintah,
seperti pembatasan tarif
ke tingkat yang tidak
ekonomis, atau pene-
tapan tingkat pelayan-
an yang tidak sesuai
permintaan. Tabel 6
menyajikan ringkasan
dari risiko peraturan dan
lainnya, dan strategi
untuk mengatasinya.
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Tabel 5:

Pengaruh strategi regulasi yang berbeda pada kinerja transportasi angkutan umum

Strategi regulasi

Kota tanpa kompetisi angkutan umum

Kota yang menerapkan deregulasi
tanpa peran yang signifikan dari
otoritas/pemerintah

Kota menggunakan kompetisi
dikendalikan

Perubahan
dalam perjalanan
penumpang per tahun

-0,7% +0,3%
-3,1% + 0,3%
+1,8% +1,7%

Perubahan dalam proporsi
biaya operasi yang ditutupi
oleh pendapatan tarif per tahun

Sumber: Proposal terbaru untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan Eroa mengenai kebijakan Negara Anggota tentang persyaratan layanan publik dan
pemberian kontrak (kemitraan swasta) pelayanan publik dalam transportasi angkutan penumpang dengan moda kereta api, berbasis jalan dan perairan darat)

B Pihak yang berwenang (pemerintah) dapat
memutuskan untuk tidak memberikan kon-
trak layanan publik pada operator yang telah
memiliki atau akan memiliki, sebagai akibat
dari pemberian kontrak dimaksud, mengu-
asai lebih dari seperempat dari nilai pasar
angkutan penumpang yang dianggap relevan.

Dibawah prinsip subsidiaritas (otonomi diberi-

kan ke unit pemerintah yang terkecil Uni Eropa

(yaitu kewenangan melaksanakan peraturan

harus diberikan pada tingkat administratif ter-

endah yang memungkinkan/kompeten) prinsip-
prinsip diatas akan diserahkan kepada peme-
rintah tiap negara (yang tergabung dalam Uni

Eropa), tergantung pada tujuan pembangunan

nasional masing-masing, untuk melaksanakan

prinsip-prinsip, begitupula halnya dengan

pembagian peran dan tanggung jawab antara
pemerintah dan operator. Regulasi yang diusul-
kan tidak akan menghalangi salah satu dari tiga
pilihan strategi secara luas sebagaimana telah
dijelaskan di atas, tetapi akan sangat berpenga-
ruh dalam perumusan strategi.

5.5.2 Cara-cara pengadaan

Dalam model kompetisi untuk meraih pasar,
pemerintah menentukan spesifikasi jenis

dan jumlah pelayanan, tata kelola organisasi
pendukung dan infrastruktur yang akan dibe-
rikan, kemudian operator calon peserta lelang
diundang untuk membuat proposal penawaran
terhadap spesifikasi tersebut. Peserta lelang
membuat penawaran yang paling memenuhi
kriteria seleksi akan memenangi tender.

Tabel 6: Risiko operator dan strategi untuk menguranginya

Risiko

sebelah

Proses lelang yang tidak adil, berat

Dampak yang merugikan dari kebijakan
setelah kontrak-lisensi diberikan

Pembatasan kenaikan tarif
Menurunnya permintaan untuk

transportasi angkutan umum
Kondisi operasional yang buruk

Strategi mengurangi risiko

B Transparansi

B Memperhatikan prosedur tender secara ketat
H Jalur untuk mengajukan banding (menyanggah) hasil lelang

B Meminimalkan lingkup intervensi dari regulator
MW Peraturan dijaga agar senantiasa berada dalam kerangka kebijakan
B Kewajiban dan kebebasan yang didefinisikan secara jelas dalam kontrak-lisensi

B Proses peninjauan traif didefinisikan secara jelas dalam kontrak-lisensi
B Prosedur berbasis biaya, tidak dipolitisir

B Kebijakan pemerintah untuk mempromosikan pengembangan angkutan umum

B Manajemen lalu lintas untuk mendukung angkutan umum
B Pengelolaan terminal yang lebih baik

Reaksi tak terduga oleh operator mikrolet
dan lainnya

Pungutan liar

B Konsultasikan dengan (merangkul) operator lain
B Memperluas tender/lelang untuk trayek lainnya

B Sebaiknya dihilangkan, atau diformalkan, dan transparan
B Peraturan resmi (tertulis, berkekuatan hukum) menggantikan peraturan informal
(tidak tertulis)
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Pengumuman . o
& (pemerintah) menyusun

mnyiakan kriteria

tender dan pra-kualifikasi secara

esio lelang pemohon
dlsedlakan kepada seluruh peserta —> kuesioner

Apakah peserta
lelang lolos

tidak

Waktu yang wajar bagi
peserta lelang mempersiapkan
dokumen penawaran

Waktu yang wajar bagi Dokumen penawaran
peserta lelang mempersiapkan
dokumen penawaran

diterima pihak otoritas
(pemerintah/panitia lelang)
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Gambar 11
Langkah-langkah
dalam proses
tender/lelang.



Kotak 7
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Garis besar prosedur tender ditunjukkan pada

Gambar 11. Prosedur ini terdiri dari dua bagian:

1. Pra-kualifikasi: hanya dokumen penawaran

yang memenuhi persyaratan minimum akan

lolos dan lanjut ke tahap evaluasi;
2. Evaluasi dokumen penawaran.

Tujuan pra-kualifikasi adalah untuk memas-

tikan bahwa penawaran memenuhi persyaratan

minimum untuk mengoperasikan layanan bus

secara aman, efisien dan andal. Kriteria-kriteria

akan mencakup pengalaman perusahaan yang
membuat penawaran dalam bidang trans-

portasi angkutan umum, jumlah staf yang ber-

kualifikasi dan sumber daya keuangan dalam
kaitannya dengan skala dan kompleksitas
operasi. Jika peserta lelang memenuhi standar

minimum untuk setiap parameter ia akan lolos

Untuk mewujudkan keberhasilan nyata dari skema tender/lelang perlu
didahului dengan pra-kondisi yang mendukung kebijakan dan perubahan
kelembagaan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang disarahkan, sebelum
tender/lelang pertama dilakukan:

Kebijakan

Mendapatkan konsensus politik atas tujuan kebijakan,
termasuk dari para operator dan kelompok golongan lain
mungkin akan terpengaruh.

Otoritas/
pemerintah

Menentukan rezim/kerangka regulasi.

Menentukan perencanaan yang diperlukan dan kewenangan
dan prosedur implementasi dan penegakkan.
Memberikan kewenangan perizinan/lisensi di kota-atau
regulator tingkat metropolitan.

Membuat dasar hukum Lembaga Otoritas (pelaksana lelang)
yang akan dibentuk kemudian.

Memberdayakan Lembaga Otoritas dengan peraturan
(payung hukum) untuk melaksanakan fungsinya.

Sumber
daya

Pastikan lembaga yang berwenang atas lalu lintas dan
transportasi, dan departemen lain dari pemerintah kota,
memiliki sumber daya cukup (keuangan dan staf yang
berkualitas) untuk memberikan dukungan kepada Lembaga
Otoritas (pelaksana lelang).

Rencana

Draft rencana transportasi angkutan umum 3-tahun pertama,
dengan payung hukum.

Program

Menentukan trayek yang akan ditenderkan, program tender/
lelang.

Pelaksa-
naan

Menyelesaikan program rinci tender/pelelangan.

Memberikan bantuan teknis kepada operator bus dalam
teknik-tekni manajemen/tata kelola perusahaan.

Memulai perencanaan, tender, prosedur pemantauan.
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pra-kualifikasi dan dokumen penawaran lolos
untuk lanjut ke tahap evaluasi.

Kota Maju — megupayakan nilai terbaik
atas biaya yang dikeluarkan

Sebagaimana dijelaskan pada sub-bab 5.4
bahwa karakteristik sistem transportasi angkut-
an umum di kota-kota maju pada umunnya
disubsidi dan biasanya tujuan kebijakan adalah
untuk mendapatkan nilai terbaik atas besarnya
dana subsidi tersebut. Ini berarti bahwa kriteria
pemilihan dapat menjadi sederhana dan mudah
dihitung: tawaran yang menawarkan untuk
mengoperasikan layanan yang dibutuhkan
untuk jumlah subsidi terendah. Ini adalah dasar
dari draft peraturan Uni Eropa.

Sebuah kriteria alternatif penilaian nilai atas
uang yang diajukan dalam dokumen penawar-
an adalah layanan yang paling tinggi (diukur
dengan bus-km atau kursi penumpang-km, atau
dengan cakupan jaringan trayek dan frekuensi)
untuk jumlah subsidi yang ditetapkan.

Kota-kota berkembang — mendapatkan
operator terbaik

Di kota-kota berkembang, subsidi sangat jarang.
Jika kriteria keuangan yang digunakan, ada dua
pilihan yang dimungkinkan untuk jaringan
trayek tertentu:

Tabel 7: Masalah yang terkait dengan
tender, dan strategi untuk mengatasinya

Masalah Strategi

Harus bekonsolidasi
untuk mengikuti
tender

Struktur industri dimana
ada fragmentasioperator,
dengan armada kecil
(situasi umum di
kota-kota berkembang)

Dominasi operator milik
negara, disubsidi;
Misalnya Damri di
Surabaya memiliki 60%
dari armada bus besar

Operator milik negara
tidak diikutkan dalam
tender kecuali yang
transparan dalam
pengelolaan biaya

Bernegosiasi agar
operator mau
menyerahkan atau
pembatalan lisensi
yang ada

Lisensi/izin trayek yang
berlaku saat masih lama
masa berlakunya

Penarikan bus

dari trayek yang
dioperasikan bersama
untuk mengoperasikan
trayek yang ditenderkan

Bernegosiasi dengan
operator




B DPeserta lelang yang menawarkan pembayaran
resmi tertinggi kepada kas pemerintah;

B Peserta lelang yang menawarkan tarif pe-
numpang terendah.

Pembayaran kepada kas pemerintah dalam

jumlah tertentu secara alami akan dibebankan

kepada pengguna angkutan umum yang mung-

kin tidak selaras dengan kebijakan pembangun-

an yang mengagendakan peningkatan penggu-

naan angkutan umum semaksimal mungkin

atau menjamin mobilitas masyarakat.

Dalam banyak kasus, kebijakan pemilihan
operator pada umumnya adalah mencari
operator yang mampu mengoperasikan layanan
secara andal dan efisien. Pihak yang berwenang
(pemerintah) biasanya tidak memiliki basis data
yang komprehensif atau kemampuan perenca-
naan yang tinggi, schingga penentuan layanan

mungkin sebaiknya diserahkan kepada operator.

Perasalahan utama dalam menetapkan kriteria
tender adalah faktor-faktor yang mengindikasi-
kan kemungkinan operator peserta lelang dapat
menyediakan layanan yang efisien dan dapat
diandalkan (organisasi, pengalaman perusaha-
an, pengalaman dan kualifikasi staf pada posisi
kunci, sumber daya keuangan) yang mana tidak
mudah diukur. Penggunaan kriteria kualitatif
seperti ini untuk tender telah terbukti bermasa-
lah ketika pemahaman evaluator dan skor yang
diberikan bervariasi antara evaluator berbeda.

Kriteria yang digunakan di Bahrain pada tahun
2002 untuk tender layanan bus disampaikan di
bawah ini. Hanya penawaran yang memenuhi
kriteria pra-kualifikasi, dimana kemampuan
untuk mengoperasikan layanan secara efisien
diuji, yang akan lolos dan masuk ke tahap eva-
luasi. Pembobotan kriteria harga dalam dievalu-
asi akan lebih besar (bobot 80%), dibandingkan
dengan tiga kriteria kualitatif lainnya yang total
hanya berbobot 20%. Tujuan dari pembobotan
semacam ini adalah agar tingkat harga akan
menjadi faktor penentu.

Dimana tarif/harga sudah ditetapkan (dipatok)
dan kewajiban untuk membayar ke kas peme-
rintah tidak diperlukan, mengevaluasi penawar-
an akan menjadi semakin sulit karena kriteria
yang paling mudah diukur, yaitu tarif/harga,
dihapus/ditiadakan. Kriteria utama pemenang
lelang haruslah yang paling baik memberikan
pelayanan yang aman, handal, efisien dan

Modul 3c: Regulasi dan Perencanaan Bus

responsif terhadap permintaan. Faktor-faktor
yang mengindikasikan suatu perusahaan yang
baik adalah, antara lain, pengalaman, kualifi-
kasi dan sumber daya keuangan yang tersedia
untuk mengoperasikan layanan tersebut. Ini
adalah dasar yang bersifat kualitatif dan di-
anjurkan agar kriteria tersebut dinilai dengan
lulus/gagal’ dalam pra-kualifikasi.

Akses ke tenaga kerja ahli atau sumber daya ke-
uangan yang lebih dari tingkat yang memadai
untuk mengoperasikan layanan tidak boleh
memberikan keuntungan pada penawar/peserta

lelang.

Demikian pula halnya apabila peserta lelang
menawarkan layanan berlebih (baik kapasitas
dan/atau frekuensi) dari yang ditetapkan dalam
spesifikasi trayek yang dilelang (dokumen lelang
menentukan spesifikasi pelayanan trayek yang
didasarkan pada perkiraan permintaan yang
dapat diandalkan) tidak boleh mendapatkan
nilai tambah dalam evaluasi. Penyediaan kapa-
sitas berlebih akan meningkatkan biaya operasi
dan dapat mempengaruhi kesinambungan
layanan, bertentangan dengan kepentingan
pengguna. Selanjutnya, pemerintah akan sulit
menghukum operator apabila kemudian kapasi-

tas berlebih itu ditarik/tidak dipenuhi.

Tabel 8: Kriteria yang digunakan untuk tender untuk layanan bus di

Bahrain pada tahun 2002

Kriteria

Teknis

Kualifikasi/Pengalaman Perusahaan dan Personil
Kunci

B Pengalaman perusahaan

B Personil kunci yang terlibat dalam operasi

Rencana Bisnis untuk Tahun Pertama Operasi
B Kesesuaian dan inovasi
B Kualitas dan profesionalisme

Subtotal:

Subtotal:
Proposal Layanan Awal
W Kesesuaian dan inovasi
B Kualitas dan profesionalisme

Subtotal:
Keuangan
Faktor Harga (K)

Skor Total:

Skor
Maksimum

DWW

N

80
100

Usulan
Skor
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Pihak pemerintah harus menetapkan spesifikasi
layanan trayek secara realistis sehubungan
dengan permintaan dan pendapatan. Pernya-
taan ini menekankan pentingnya kemampuan
profesional pemerintah, dimana kemampuan
tersebut langka di negara-negara berkembang.
Di tengah kekurangan sumber daya profesio-
nal, sebaiknya menjaga kriteria tender yang
sederhana, mudah dan sebisa mungkin bersifat
kuantitatif (dapat diukur dengan mudah).

Masalah yang dihadapi oleh banyak negara
berkembang adalah kekurangan tenaga ahli
profesional. Juga, tenaga ahli cenderung terkon-
sentrasi pada sektor transportasi formal (misal-
nya dalam operasi bus milik negara) meskipun
sektor informal sering mendominasi. Ini meru-
pakan sumber bias, yaitu bilamana operator bus
milik negara, atau perusahaan/anak perusahaan
penggantinya, adalah juga peserta lelang.

5.6 Komponen-komponen kerangka
regulasi

Kerangka regulasi akan memberikan pemerin-
tah seperangkat kewenangan yang diperlukan
untuk melaksanakan kebijakan dan rencana
strategis untuk pengembangan transportasi
angkutan umum, dan secara implisit akan
menetapkan batas-batas dari peraturan tersebut.
Hal ni juga akan sekaligus menentukan hak,
kewajiban dan keleluasaan operator.

Sebuah kerangka regulasi/peraturan terdiri dari

berbagai instrumen hukum, antara lain:

B Legislasi (undang-undang, hukum, atau
surat keputusan) yang mungkin berlaku
secara supranasional (diatas negara), nasional,
provinsi, kawasan metropolitan, atau kota;

B Peraturan yang dibuat berdasarkan undang-
undang (peraturan pemerintah) yang
merumuskan peraturan teknis dan standar
operasis

B Prosedur administrasi yang tunduk pada
standar hukum yang menjunjung tinggi
prinsip keadilan dan objektivitas;

B Lisensi/perizinan;

B Produk hukum lainnya (seperti peraturan
daerah, tata-tertib pengguna, dlsb).

Hal yang penting untuk dilakukan adalah

memastikan bahwa sistem perizinan kendaraan

dan jasa layanan angkutan umum memiliki
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dasar hukum yang kuat. Ada beberapa alasan

atas hal tersebut:

B Kekuasaan/kewenganan dan tugas regulator
didefinisikan sejelas mungkin, seperti juga
halnya dengan kewajiban dan hak operator;

B Dalam perumusan produk hukum perlu
didefinisikan prinsip-prinsip peraturan dan
prosedur dengan sangat teliti;

B DProses pengesahan produk hukum melibat-
kan proses publik yang melibatkan konsul-
tasi dan perdebatan publik secara ekstensif;

B Kedua-belah pihak (baik regulator maupun
operator) dapat menempuh jalur hukum
apabila pihak lainnya gagal mematuhi keten-
tuan yang ada guna mendapatkan pemulih-
an atas kerugian dan agar pihak lain kembali
menaati peraturan.

B Mendefinisikan hak beroperasi secara
hukum akan mengurangi risiko yang
ditanggung oleh operator, meningkatkan
kepercayaan dan membantu operator untuk
meminjam dari perbankan, sehingga men-
dorong tingkat investasi yang lebih tinggi di
industri angkutan umum.

5.6.1 Undang-undang, hukum dan
surat keputusan
Undang-undang mungkin berlaku untuk
negara, negara, atau provinsi. Proses pengesah-
an membutuhkan prosedur penyusunan yang
panjang dan konsultasi yang akan melalui
badan legislatif. Undang-undang seyogyanya
hanya mengandung prinsip-prinsip utama
dalam peraturan; ketentuan lebih rinci yang
mungkin akan direvisi secara berkala terkan-
dung dalam peraturan yang dibuat dengan
proses yang prosedurnya lebih singkat.

Di beberapa negara (seperti di Sri Lanka,
Pakistan dan Indonesia) tanggung jawab

untuk mengatur transportasi (selain jaringan
nasional seperti kereta api dan angkutan udara)
diserahkan kepada pemerintah provinsi. Layan-
an yang melintasi batas provinsi dapat diatur
oleh sebuah badan nasional. Daftar tanggung
jawab dan fungsi yang akan diserahkan kepada
provinsi dapat dituangkan dalam konstitusi/
undang-undang dasar (Indonesia dan Sri
Lanka). Dalam kasus seperti itu, setiap provinsi
akan menetapkan peraturan masing-masing.
Hal ini guna memastikan pemerintah provinsi
memiliki yurisdiksi/kewenangan penuh atas



transportasi di dalam propinsi mereka, akan
tetapi menciptakan prosedur peraturan yang
berbeda-beda antar provinsi, sementara layan-
an antar-provinsi (yang mungkin membawa
penumpang beberapa intra-provinsi) mungkin
berbeda lagi. Ini adalah situasi yang terjadi saat
ini di Indonesia dan Sri Lanka.

Masalah lain adalah kebutuhan untuk membu-
at perencanaan transportasi dan badan peng-
awas terpisah di setiap provinsi menciptakan
permintaan tenaga ahli profesional yang mung-
kin tidak tersedia.

Biasanya, butir-butir pokok berikut ini akan

dituangkan dalam undang-undang atau per-

aturan lainnya:

B Susunan dan kekuasaan lembaga regulator
yang berwenang;

B Prosedur pemberian hak operasi (dengan izin
dan/atau lisensi);

B Kiriteria kelayakan pemegang ijin dan/atau
lisensi tersebut;

B Kondisi yang perlu dipenuhi untuk hak
operasi;

B Banding terhadap keputusan lembaga
regulator;

B Standar dasar konstruksi/tipe, peralatan dan
pemeliharaan kendaraan angkutan umum.

5.6.2 Peraturan

Hal-hal yang bersifat lebih teknis biasanya
terkandung dalam peraturan yang dibuat dan
direvisi oleh Menteri tanpa prosedur legislatif
sebagaimana halnya undang-undang. Hal ini
memudahkan revisi peraturan yang mungkin
perlu sering dilakukan agar tetap mengikuti
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perkembangan teknologi atau praktek operasio-
nal terbaru. Peraturan yang berupa keputusan
menteri berlaku di beberapa negara (Indonesia).

5.6.3 Pedoman teknis dan standar

Hal-hal yang murni teknis seperti spesifikasi
kendaraan, formula eskalasi tarif dan prosedur
tender mungkin tertuang dalam pedoman
teknis atau standar. Ini biasanya disusun oleh
staf profesional departemen terkait dan tidak
berupa undang-undang yang melalui proses
legislatif. Standar dapat diterapkan pada
operator dengan kondisi pemberian izin atau
perjanjian lisensi.

5.6.3.1 Tata-tertib pengguna jasa

Tata tertib yang disusun oleh operator dimak-
sudkan untuk mengatur perilaku penumpang.
Mereka akan memiliki nilai hukum jika ope-
rator diberi kewenangan oleh undang-undang
atau peraturan untuk membuat tata tertib. Tata
tertib juga memudahkan, karena beberapa hal
kecil tidak perlu dituangkan di undang-undang.

Tata tertib semacam ini hanya layak apabila
dilakukan oleh operator besar.

5.6.4 Panduan prosedur pengaturan

Panduan prosedur pengaturan dibuat untuk

memenuhi empat tujuan berikut:

B Bila mana pemerintah baru memiliki sedikit
pengalaman dalam pengaturan, sebaiknya
dibuatkan kompilasi, melalui bantuan teknis,
seperangkat prosedur yang konsisten dengan
tujuan kebijakan, sebelum penegakkan per-
aturan baru dimulai;

Tabel 9: Kapasitas trayek

g . . . Kapasitas
Klasifikasi trayek Jenis Layanan | Jenis Kendaraan (penumpang/hari/BUS)
Trayek utama Cepat bus tingkat 1.500-1.800

Lambat Bus besar 1.000-1.200

Bus sedang 500-600

Trayek Cabang Cepat Bus besar 1.000-1.200
Lambat Bus sedang 500-600

Bus Kecil 300-400

Cabang Kecil/Trayek Ranting | Lambat Bus sedang 500-600
Bus Kecil 300-400

Taxi umum/omprengan 250-300

Trayek Langsung Cepat Bus besar 1.000-1.200
Bus sedang 500-600

Bus Kecil 300-400
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B Untuk memastikan agar pemerintah
mengemban amanat seutuhnya serta meng-
gunakan seluruh kewenangan yang telah
diberikan;

B Sebagai preseden dan menjamin kelangsung-
an penegakkan peraturan dari waktu ke
waktu, tanpa dipengaruhi perubahan perso-
nel pegawai;

B Sebagai alat bantu pelatihan;

B Scbagai referensi bagi operator dalam me-
mahami bagaimana kewenangan regulator
seyogyanya digunakan.

Panduan sifatnya kurang otoritatif dan lebih

mudah untuk direvisi, atau berangkat dari

ketentuan perundang-undangan atau perjanjian
lisensi. Ini akan perlu direvisi secara periodik
seiring dengan pengalaman dan perubahan
dalam kondisi operasional dan kebijakan.

5.6.5 Mengawal hukum dan peraturan

Mengawal hukum dan peraturan agar tetap
mutakhir untuk mencerminkan perubahan
kebijakan dan standar praktek adalah pekerjaan
yang cukup berat bagi pemerintah. Mungkin
ada kekurangan staf profesional di bidang
perencanaan dan regulasi transportasi dan juga
perumusan produk hukum. Seringkali dalam
proses pengesahan undang-undang terjadi an-
trian panjang di badan legislatif, dan masalah
transportasi kurang menjadi prioritas. Sehingga
mungkin dibutuhkan waktu beberapa tahun
untuk undang-undang transportasi untuk men-
capai tahap final, dan perubahan politik dan
pemerintahan dapat menunda proses bahkan
kembali ke belakang antrian lagi.

Di banyak negara berkembang proses revisi dan
memperbarui hukum dan peraturan tidak dila-
kukan secara rutin, dan ketentuan hukum men-
jadi usang — tidak lagi sesuai dengan kenyataan
di lapangan. Persyaratan yang terikat dalam
izin trayek atau lisensi operasi mungkin tidak
lagi memiliki dasar hukum. Hal ini memperbe-
sar risiko yang ditanggung oleh operator; aparat
penegak hukum dapat menggunakan hukum
yang sudah usang secara semena-mena untuk
melecehkan atau bahkan memeras operator.
Undang-undang yang usang juga menurunkan
wibawa hukum. Regulator mungkin berharap
operator tidak menyadari isi dari hukum.
Memang, operator informal perorangan
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cenderung kurang melek hukum atau sedikit
sekali menyadari hak-hak mereka atau kurang
memahami jalur hukum untuk menuntut

ganti rugi dan akan tidak mungkin menyeret
pemerintah ke pengadilan. Mereka lebih sering
berindak langsung secara kolektif dalam bentuk
pemogokan atau protes di jalanan.

Sangat dianjurkan untuk tidak memasukkan
pasal atau ketentuan dalam perjanjian kon-
trak yang sudah diatur dalam undang-undang
karena akan menimbulka inkonsistensi dan
kebingungan. Dimana ada inkonsistensi/kon-
flik antara kontrak dan undang-undang, un-
dang-undang yang akan menang,.

Persaingan terkendali adalah konsep yang relatif
baru dan undang-undang di negara berkem-
bang biasanya belum mewajibkan pemerintah
untuk membuat atau memperbarui kontrak hak
operasi melalui prosedur lelang yang kompetitif.

5.7 Regulasi tarif
5.71 Kebijakan tarif

Kontrol atas tarif adalah masalah politik yang
paling sensitif di bidang angkutan umum
penumpang dan, ketika direncakan atau dite-
rapkan secara buruk, dapat menjadi kebijakan
yang paling bertanggung jawab atas rusaknya
pengembangan. Namun demikian, hak eks-
klusif untuk mengoperasikan layanan dalam
jumlah tertentu akan menciptakan monopoli
lokal, sehingga beberapa bentuk kontrol diper-

lukan untuk melindungi penumpang.

Kebijakan angkutan umum harus menjawab
apakah biaya operasional layanan bus harus
sepenuhnya ditutup dari tarif penumpang atau
apakah ada subsidi umum atau subsidi kelom-
pok pengguna tertentu yang harus disediakan.
Regulasi tarif merupakan komponen integral
dari regulasi layanan, namun besarnya tarif
sering ditetapkan untuk tujuan politik atau
sosial daripada untuk memastikan kelayakan
komersial dari para operator. Dengan demikian,
tarif dapat ditetapkan seragam/sama di seluruh
jaringan terlepas dari kelayakan finansial dari
masing-masing trayek layanan. Ini berarti ada
subsidi silang dalam jaringan, di mana penum-
pang di koridor permintaan tinggi secara tidak
langsung menunjang mereka di daerah pinggir-
an. Hal ini dapat dilihat sebagai pemerataan



sosial, dan mendukung tujuan menurunkan

penggunaan mobil pribadi.

Ketika tarif ditetapkan di bawah biaya operasi
penuh (termasuk penggantian aset dan pengem-
balian modal yang memadai), maka sistem akan
kekurangan investasi atau tergantung pada
subsidi eksternal. Dalam kasus yang pertama,
suatu sistem yang tidak diatur/liar biasanya
akan berkembang untuk mengisi kekosongan
investasi tersebut, dan akan muncul tarif/biaya
yang sesuai mekanisme pasar (harga pasar)

yang akhirnnya merupakan kegagalan dari segi
tujuan pengendalian (contoh: tarif ojek dan
omprengan). Dalam kasus terakhir, operator

Kotak 8:
Pentingnya layanan dan kehandalan
diadaptasi dari BUIP, 1999b

Besarnya tarif bukan lagi pertimbangan yang
paling penting, bahkan di daerah berpenghasil-
an rendah. Dalam sebuah survei pilot kecil yang
dilakukan pada waktu yang sama dengan survei
wawancara rumah tangga untuk proyek Studi
Angkutan Umum di Bali pada tahun 1999, 356
responden —sepeda motor, mobil dan peng-
guna angkutan umum- menjawab pertanyaan
yang ditujukan untuk membangun karakteristik
perjalanan mereka anggap penting. Pengguna
angkutan umum menganggap kehandalan
(70% tingkat prosentasi menunjukkan aspek
ini sangat penting), ketersediaan kursi (64%),
keamanan (60%), keamanan pribadi (50%) dan
berjalan dan menunggu waktu di awal perja-
lanan untuk menjadi yang paling penting faktor
— baik di depan, tampaknya, dari biaya (20%)
dan total waktu (juga 20%) dari perjalanan.

Fokus pemerintah pada tarif yang rendah
mungkin salah alamat

Sementara upaya pemerintah fokus untuk men-
jaga tarif tetap rendah, ketersediaan dan kualitas
pelayanan tampaknya dipandang lebih penting
oleh pengguna. Temuan ini sangat signifikan
jika dikontraskan dengan fitur layanan yang ada
saat: frekuensi tidak teratur (yaitu keandalan
rendah); kendaraan meninggalkan terminal
dalam keadaan penuh (ketersediaan tempat
duduk yang rendah di tengah trayek), dan ca-
kupan jaringan yang buruk (yaitu perjalanan
panjang ke halte terdekat dan, dikombinasikan
dengan frekuensi yang tidak teratur dan waktu
tunggu yang lama).
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kehilangan insentif untuk meningkatkan
efisiensi mereka (karena kerugian ditutupi oleh
subsidi), dan besarnya defisit akan meningkat
sehingga menjadi tidak berkelanjutan.

Dalam persaingan terkendali, kontrol tarif
biasanya diterapkan, tetapi tidak selalu. Ketika
kontrol tarif diterapkan, kriteria tender akan
mencakup penawaran tertinggi (atau subsidi
terendah yang diperlukan) untuk mendapatkan
hak pengoperasian layanan tertentu. Apabila
tidak ada kontrol tarif, kriteria tender yang
sesuai adalah tingkat tarif terendah untuk
layanan trayek yang dilelang.

Salah satu keunggulan dari kompetisi ter-
kendali adalah bahwa dampak pada tingkat
subsidi tarif dan spesifikasi layanan trayek akan
segera muncul dalam proses tender, bukannya
dimasukkan dalam tunjangan keuangan yang
diberikan secara umum kepada operator (pene-
rima subsidi adalah pengguna berupa tarif yang
dibawah biaya keekonomian operasional, bukan
operator). Hal ini membantu memudahkan
alokasi sumber daya dan anggaran oleh para
perencana jaringan trayek.

Dalam rezim sepenuhnya terderegulasi (pasar
terbuka), kontrol tarif ditiadakan. Meskipun
demikian, pada prakteknya pemerintah mung-
kin masih mencoba untuk memanipulasi/mem-
batasi tarif baik secara langsung maupun tidak
langsung. Cara yang tidak langsung dicapai
dengan penyediaan layanan oleh operator resmi,
mungkin operator milik pemerintah, yang ke-
mudian menjadi pesaing yang menekan harga
dalam pasar yang kompetitif.

Ketika harga yang ditetapkan terlalu rendah,
operator akan menemukan cara yang melanggar
demi bertahan hidup. Jadi, misalnya, ketika
batas atas tarif diatur, operator akan memotong
trayek, sehingga lebih pendek, dimana batas
atas tarif tersebut cukup untuk menutupi biaya
mereka. Hal ini memiliki konsekuensi yang
merugikan dengan memaksa penumpang untuk
membuat transfer ekstra, dan efeknya mungkin
diperburuk oleh struktur tarif yang rata/tetap
atau memiliki derajat yang lancip/perbedaan
tarif yang kecil.
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Pengaturan dan
penetapan tarif di
Pakistan

Undang-undang di
Pakistan (s. 45 Ordonan-
si Kendaraan Bermotor
1965) menetapkan
bahwa Menteri Trans-
portasi tingkat provinsi
dapat menetapkan tarif
maksimum atau mini-
mum untuk bus dengan
pemberitahuan melalui
surat kabar. Menteri
diwajibkan untuk
mendengar keberatan,
berkonsultasi dengan
Otoritas Transportasi
Provinsi dan Otoritas
Transportasi Daerah dan
mencatat alasan-alas-
annya secara tertulis.
Prosedur berikut ini
ditetapkan dalam pene-
tapan tarif:

m Operator mengajukan
permohonan pada
Menteri Transportasi
untuk menaikkan
batas tarif maksimum;

® Menteri melakukan
analisis keuangan
dengan memper-
timbangkan es-
timasi biaya dan
pendapatan;

B Permohonan diterbit-
kan, dipublikasikan
untuk mendengar
keberatan dari pihak
manapun;

B Menteri membuat
keputusan, dengan
member penjelasan
atas alasannya.

Tidak ada kriteria objek-

tif yang ditentukan sebe-

lumnya untuk menaikkan
tarif dan operator tidak
punya hak untuk mene-
tapkan tingkat tarif yang
memungkinkan mereka
untuk memulihkan biaya.



Tarif paratransit di
Pakistan

Sudah menjadi penge-
tahuan umum di kalang-
an operator angkutan
umum di kota Lahore
bahwa operasi minibus
bisa menutupi biaya dari
pendapatan tarif pada
tingkat kesetimbang-

an yang rendabh, yaitu;
kualitas pelayanan dan
tarif sama-sama rendah.
Tidak mungkin mem-
bayar pembiayaan dan
biaya operasi untuk bus
standar lokal (dengan
biaya PKR 2.800.000

= USD 61.000) dengan
tarif yang berlaku saat
ini. Kebijakan tarif peme-
rintah tidak memuaskan
kebutuhan masyarakat
akan transportasi ang-
kutan umum yang aman,
memadai, terjangkau
dan juga tidak cukup
bagi operator untuk
mendapatkan keuntung-
an yang wajar, yaitu
yang mencukupi biaya
operasi dan pemeliha-
raan serta peremajaan
kendaraan.
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5.7.2 Mekanisme pengaturan tarif

Penggunaan jalur politik untuk mengatur tarif
seringkali menghasilkan tarif yang dibatasi di
bawah tingkat pemulihan biaya penuh. Dengan
demikian operator menanggung risiko besar,
dan hasilnya biasanya berdampak pada buruk-
nya kualitas dan berkurangnya jasa layanan,
yang tidak sesuai dengan kepentingan masyara-
kat berpenghasilan rendah.

Ada beberapa skema dimana kriteria obyektif

digunakan untuk menaikkan tarif, meskipun

ada kekurangannya, dan semua membutuhkan

beberapa pengumpulan data dan kemampuan

analisis yang memadai dari pemerintah:

1. Biaya aktual yang hasil proyeksi ditambah
’biaya manajemen yang wajar’

2. Formula yang ditetapkan pada indeks biaya
input operasi bus;

3. Tingkat bunga tetap atas pengembalian aset
yang diinvestasikan;

4. Tingkat bunga tetap atas omset.

Karena kota-kota berkembang yang paling
memiliki banyak operator kecil atau campuran
dari operator menengah dan kecil, dan masing-
masing operator cenderung memiliki strukeur
biaya dan struktur pendapatan yang berbeda,
penerapan mekanisme penyesuaian tarif yang
diseragamkan dapat mengakibatkan skala

tarif yang berbeda, atau tingkat pengembalian
yang berbeda untuk masing-masing operator.
Skenario yang pertama lebih disukai karena,
dari basis untuk indeksasi tarif yang tercantum
di atas, hanya butir ke-(4) yang memberikan
insentif bagi operator untuk meningkatkan
efisiensi biaya. Perbedaan kecil dalam rtarif antar
operator dapat diterima dan akan mempromosi-
kan kompetisi di mana pengguna bisa memilih
operator. Ketentuan perlu ditetapkan dalam
kerangka peraturan untuk memastikan bahwa
persaingan tarif tidak mengakibatkan operator
menurunkan biaya dengan mengorbankan stan-
dar pelayanan dasar dan/atau keselamatan.

Dimana pemerintah tidak memiliki kemampu-
an analitis, maka kebijakan untuk menghapus
kontrol harga bisa menjadi pilihan. Namun
demikian, kondisi yang kompetitif perlu
dipertahankan untuk mencegah operator mem-
bentuk kartel agar dapat mengkoreksi harga
schingga masih terjangkau pengguna di pasar.
Yang menjadi dilema adalah, bahwa pemerintah
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membutuhkan kemampuan yang efektif untuk
menciptakan kondisi pasar yang kompetitif,
dan jika kemampuan tersebut dimiliki maka,
juga akan mampu mengendalikan harga.

Di banyak kota ada ketentuan hukum yang
menentukan prosedur administrif pembahasan
peningkatan tarif, tetapi seringkali tidak ada
kriteria yang ditentukan untuk mengevaluasi
dan menentukan tarif. Legislasi jarang me-
nyatakan bahwa operator memiliki hak untuk
membebankan tarif yang memungkinkan
pemulihan biaya penuh. Dengan demikian pe-
ngendalian tarif atas dasar pertimbangan politik
tidak dapat dihindari. Tarif bus adalah masalah
yang sangat sensitif di kota-kota berkembang
dengan proporsi pengguna berpenghasilan
rendah yang tinggi. Politisi cenderung menem-
patkan pemerintah dalam peran ‘melindungi’
publik terhadap kenaikan tarif, namun peme-
rintah sering kalit tidak memiliki data pasar
atau patokan/pembading biaya yang akurant
dan/atau bernegosiasi dari dengan informasi
yang minim.

Hal ini menimbulkan konflik tiga-arah antar
masyarakat, pemerintah dan operator yang
dapat dengan mudah menjadi fokus ketidak-
puasan masyarakat umum dan media massa.
Dalam situasi seperti itu mungkin lebih bijak-
sana apabila pemerintah legawa untuk melepas-
kan kewajibannya dalam mengatur tarif, dan
mengadopsi kriteria yang objektif. Pembatasan
tarif yang berlebihan sering mengakibatkan
menurunnya tingkat pelayanan dan keamanan
yang berdampak negatif pada penduduk kaum
berpenghasilan rendah di perkotaan, termasuk
membatasi akses mereka ke kesempatan kerja.
Hasil riset pasar secara konsisten menunjukkan
bahwa kehandalan adalah kualitas yang paling
penting dalam layanan bus, dan lebih penting
daripada tingkat tarif untuk kebanyakan
pengguna.

Risiko bahwa pemerintah tidak memiliki oto-
ritas politik untuk menaikkan tarif untuk me-
nutupi kenaikan biaya operasi akan ditanggung
oleh operator. Hal ini menyebabkan keenggan-
an untuk berinvestasi dan kemerosotan layanan
dalam waktu yang singkat.

Di Pakistan tarif paratransit minibus ditahan
pada tingkat yang sangat rendah selama
bertahun-tahun. Operator menanggapi tarif
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rendah ini dengan menyediakan ’biaya minimal, regulator tidak mengambil tindakan apapun
kualitas minimum, kapasitas minimum’. Ken- untuk menegakkan hukum tarif. Debat publik
daraan yang digunakan adalah jenis mobil pe-  mengenai isu tersebut diilustrasikan pada
numpang bermuatan 1 ton yang diimpor dalam ~ Gambar 12.

keadaan bekas dari Jepang. Kondisi mereka
terlantar dan sangat kelebihan beban. Jaringan

layanannya pun jarang.

Disarankan bahwa memberikan operator hak/
keleluasaan untuk memulihkan biaya dari
harga harus secara jelas didefinisikan dalam

Kebijakan tarif yang mirip berlaku di Indonesia, kerangka regulasi:

dengan tanggapan yang hampir sama dari B Operator harus diberi hak secara hukum
operator, kecuali bahwa, karena lemahnya pene- untuk membebankan tarif yang memung-
gakkan, operator mengenakan tarif yang lebih kinkan pemulihan biaya penuh — baik oleh
tinggi dari ketentuan, dan pengguna menerima undang-undang atau sebagai kondisi dari
tarif yang dikenakan tersebut. Oleh karena itu, lisensi atau kontrak;
regulator tidak melakukan intervensi. Harga B Masalah kenaikkan tarif harus diselesaikan
masih terjaga rendah karena dibatasi oleh dengan kriteria yang objektif, dan diluar
kondisi pasar — keterjangkauan oleh masyarakat arena politik; atau
yang masih rendah dan persaingan dari sepeda W Dimana ada persaingan yang sehat, harga
motor. Selama tidak ada protes dari masyarakat, harus dideregulasi (dilempar ke pasar bebas).
5-7- 0l

R AANANLY T

Bus fare hikes ‘should
take public into account

STA LT (omrmd Scrzyono sasd on Tussclay thid Uy tecrrase in faees
tJuAfamrnwltmn el oot Sor Bl Svate Wer] b i Tinw with
Wve proent Pud peice Dine 50 b4 10 Fwwrd mamdening sockely

wasd Bt hm Bgl by b W
e ekl e D ol o i
o proguad of W s ¥y
- Db, By 1008 vl ip A0 & e et
e il veores Frlyi [ -

i
H
3
7
it
11
1t

!

4
B
it
ol

E
:
i

i[l;':'4
i

1t
|
t

Bus operators threaten  Hundreds of bus
to hike fares arbitrarily drivers strike,

.
oanily Cronpiion D Rirmgs sesmtnl

FAKARTA (7 Ba- “TEEE L et ety "Drarry, Brryme sareted m

a.v\}l I'JJ:-".V {2 I . - l-—!-h:-‘ _r‘:ﬂmm“
L - H s praguasd,! oo Ghrmis e —
n’l":‘r!:, tes (t"‘!)!'c Tew war n v At g e vy g e

Che co{atal irnatonad Lopale bum moyes . .-n.r wandel el —t—h bt S JAARTALIY More (han 150 Muynaars Shakts b drivers werd o ststhe on
Monday 10 brrrse Thara, gt W 96 Gwei Ty sewes werve e et Sooembe seet burmtivads of ctbery arv namornd 49 Jou 6 Poruley b deand 8
[ by BT ueremsd stast- --.':- m-;-:\ua-ll; :H“M-:’lﬂn .:..-- = O ru:.:-: Lran Earw ircrriee 16 COPTEwnan 1o Dheis SwtneTing incemss from D ! gt Bk
o oen S I et e Bl 1y e 30 B Ot QUATS § SRS e

HIG
i
&
5
;

T
E
E

Q
g
:
:
i

-;I
7
I
24
i
i
i
4
i
B
Ity
il
el
i
it
1
1

L 4
L
e
i
i
t
il
i
|
:
i
:
!

:[5
i
HN
i
|
i
i
I
f
i
i
|
!
§
E
o
1

e sararer 20 - 0601

~{EEoTTY

e e b
§ T, Sy el e

Governor OKs lower bus fare
rise, delays implementation

JACANTAUTS Delley- P 0y Custl bl & svmmsd  plons w0 ot T mmd's O
g L bne Finrw i, m-.l.;:... -~ .-: ..,n....: — .,:.:_: ke - L
Oy Givernar Rt T R P £ty b bk fae b e ik & St e, gl

SR I

Gambar 12
Risiko kebijakan dan penetapan tarif

persetujuan untuk menekan pemerintah mengatasi
masalah tersebut. Pemerintah menanggapi dengan

Apakah peningkatan tarif untuk menutupi biaya mengurangi, dan menunda kenaikan, tetapi tidak
operasional yang meingkat itu hak yang wajar atau memiliki dasar yang obyektif atas keputusan tersebut.
suatu keistimewaan? Kurangnya mekanisme formal  Ketidakpastian tentang kemauan pemerintah untuk
untuk memantau biaya operasi dan tarif sangat jelas  menaikkan tarif merupakan aspek fundamental dari
dari kontroversi pertengahan -2001 di Jakarta, Indo- ’risiko regulasi’ dan unsur penting dalam ’lingkar-
nesia (gambar, atas). Operator mengancam mogok an setan’ biaya-rendah, tata kelola renah, layanan
pemogokan dan memaksa kenaikan tarif tanpa  berkualitas rendah (Gambar 9).
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Pengaturan dan
penetapan tarif di
Bangladesh

Situasi yang sama
dijumpai di Dhaka,
Bangladesh pada 2002.
Harga resmi belum
naik sejak 1997, mes-
kipun telah terjadi
kenaikan harga bahan
bakar dan komponen
impor. Operator telah
menaikkan tarif secara
sepihak sebesar dua
kali lipat tingkat resmi,
tapi karena belum ada
protes dari pengguna,
tidak ada tindakan
penegakkan hukum
yang diambil. Sekarang
pemerintah menghadapi
dilema yang sulit:
apakah menetapkan
tarif yang ada sebagai
tarif resmi, dan meng-
ambil risiko menuai
resistensi politik, atau
apakah tidak melakukan
apa-apa dan mengikis
kredibilitas regulator/
pemerintah
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6. Kesimpulan

Faktor yang penting bagi operator bus untuk
menerima seperangkat regulasi adalah struktur
industri dan komitmen pemerintah untuk
tujuan kebijakan yang jelas, khususnya kebijak-
an yang menyelesaikan dilema antara besarnya
tarif, kualitas layanan dan tingkat pengembali-
an biaya investasi (cost recovery).

Pengembalian Biaya (cost recovery) dari

tarif adalah faktor yang penting. Sistem bus
yang mencapai cost recovery lebih mudah untuk
mengatur, karena mereka dapat menggunakan
insentif kompetisi antar operator (kompetisi "di
dalam pasar’). Pengalaman telah menunjukkan
bahwa persaingan sehat memberikan insentif
yang paling efektif untuk efisiensi dan daya
tanggap terhadap permintaan. Dengan me-
nyadari hal terserbut, maka peran kunci dari
pemerintah dalah melakukan perencanaan
standar yang mendasar dan strategi, dan untuk
memastikan bahwa persaingan/kompetisi tetap
berjalan efektif dan sehat.

Selain cost recovery, peraturan yang lebih
canggih dan strategi perencanaan diperlukan
untuk menciptakan insentif bagi operator
untuk menjadi efisien dan responsif terhadap
kebutuhan/permintaan pengguna. Peraturan
juga harus dibuat untuk mendanaai defisit
operasi, memastikan uang subsidi membawa
manfaat sebesar mungkin dan akuntabilitas
dalam penggunaan dana publik.

Persaingan’di dalam pasar’ sulit dicapai apa-
bila pendapatan dari tarif tidak cukup untuk
menutupi biaya; mekanisme pasar tidak akan
memasok layanan tersebut sehingga diperlukan
subsidi operasi dari pemerintah.

Subsidi mungkin diberikan diakhir dalam
bentuk talangan defisit dari operator milik
negara yang merugi. Operator pemerintah
seperti itu biasanya beroperasi bersama operator
skala kecil atau paratransit yang mampu menu-
tupi biaya dari tarif, seringkali dengan tingkat
tarif yang sama. Situasi ini umum dijumpai

di kota-kota berkembang, tetapi biasanya
keberadaan perusahaan negara yang merugi
dan operator swasta wirausaha murni yang
menguntungkan tidak dapat bertahan lama.
Operator swasta cenderung mengambil trayek
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penumpang yang paling menguntungkan dari
operator negara, yang menderita kerugian yang
terus meningkat, penurunan investasi, dan
rendahnya etos kerja manajemen. Meberikan
subsidi talangan untuk menutupi defisit dari
operator milik negara tanpa pemantauan kiner-
ja dan akuntabilitas secara canggih tidak akan
berkelanjutan. Indikator kinerja —tolok ukur
efisiensi, produktivitas, kualitas layanan— dapat
memberikan tolok ukur kinerja suatu operator’,
tetapi hal ini tidak seefektif persaingan dalam
menghasilkan perbaikan. Insentif untuk me-
ningkatkan kinerja harus berasal dari peraturan
tersebut.

Kedua ekstrem struktur industri (industri yang
terfragmentasi dalam kepemilikan skala kecil
atau individu/kepemilikan perorangan, dan
monopoli) adalah yang paling resisten terhadap
regulasi.

Kepemilikan perorangan sangat umum dijum-
pai di kota-kota berkembang. Sering berasal
dari sistem lisensi berdasarkan ’satu kendaraan,
satu lisensi’ di mana setiap kendaraan adalah
bisnis yang terpisah dan operator tidak memi-
liki tanggung jawab untuk operasi yang efisien
bagi trayek. Dalam kondisi ini, operator akan
membentuk organisasi untuk mencegah pemain
baru di pasar. Hal ini dapat mengakibatkan
kekakuan jaringan trayek sechingga menjadi
tidak tanggap terhadap perubahan permintaan
dan inisiatif oleh pemerintah.

Memberikan subsidi dalam sistem kepemilikan
perorangan tidak layak karena masalah akun-
tabilitas dan pengendalian yang sulit, schingga
subsidi bus tidak biasa dijumpai di kota-kota
berkembang. Yang lebih umum terjadi adalah
kualitas dan tingkat pelayanan sistem angkutan
umum bus jatuh ke titik ekuilibrium di mana
tarif yang terjangkau oleh pengguna cukup
untuk memungkinkan pemulihan-biaya. Pada
titik ini, biasanya kualitas layanan dan keaman-
an sangat rendah.

Situasi di kota-kota maju sangat berbeda. Keba-
nyakan sistem bus kota di benua Eropa telah di-
subsidi sejak awal berdiri, dan juga di Amerika
Serikat membutuhkan subsidi yang lebih besar
karena kurangnya penumpang akibat beralih

ke mobil pribadi. Di banyak kota, kebijakan
mensubsidi angkutan umum telah lama dilaku-
kan untuk memberikan alternatif untuk mobil



pribadi dalam rangka memudahkan penduduk
perkotaan, tujuan lingkungan dan kesetaraan
mobilitas untuk semua warga negara. Di kota-
kota tersebut, biaya riil angkutan umum ber-
kualitas tinggi telah meningkat secara progresif,
dan tantangan utama adalah untuk memas-
tikan bahwa subsidi yang diberikan memberi-
kan mafaat pelayanan yang maksimal.

Menanggapi tantangan tersebut telah menjadi
bahan pengembangan strategi para operator
untuk bersaing demi mendapatkan hak operasi
dan kemudian untuk periode tertentu. Hak
operasi harus kembali ditenderkan secara
berkala untuk memastikan persaingan untuk
menekan biaya agar tarif yang terjangkau dapat
dipertahankan. Strategi persaingan ‘untuk
pasar’ (membuat sistem sehingga terjadi per-
saingan yang sehat dan menguntungkan peng-
guna) diusulkan sebagai standar Uni Eropa.
Dalam rangka menciptakan kompetisi, harus
ada sejumlah operator di dalam pasar. Imple-
mentasi strategi ini sangat tergantung pada efek-
tivitas pemerintah sebagai otoritas yang harus
merencanakan dan menentukan setiap trayek
sebelum mengundang penawaran (membuka
lelang), dan prosedur penawaran harus trans-
paran dan benar-benar ketat agar para operator
mempercayai dan meyakini proses. Pihak peme-
rintah juga dapat menjadi pihak yang mengum-
pulkan pendapatan dari tarif (menjual tiket). Di
banyak kota dibuat suatu otoritas khusus yang
menangani angkutan umum, dengan diberikan
beberapa otonomi/keleluasaan dalam aspek
operasional dan perencanaan anggaran.

Strategi persaingan 'untuk pasar’ seringkali
sulit untuk diterapkan di kota-kota negara
berkembang karena kemampuan kelembagaan
yang masih rendah dan rendahnya ketersediaan
modal. Namun demikian, manfaat besar dapat
dicapai dengan menerapkan proses perencanaan
yang disederhanakan dan teknik pelelang-

an antar operator yang ada (dengan catatan
masing-masing operator independen dan tidak
membentuk kartel).

Perencanaan tidak perlu terlalu canggih dan
berbelit-belit secara teknis atau melibatkan
survei yang terlampau ekstensif, tetapi harus
melibatkan pengumpulan data kinerja, evaluasi
kekurangan dari sistem yang ada, dan umpan
balik dari pengguna. Ini harus mengikuti suatu

Modul 3c: Regulasi dan Perencanaan Bus

siklus yang berkelanjutan, dengan output utama
adalah kajian tahunan atau dua tahunan dan
rencana.

Strategi tender/lelang yang sederhana dapat
memberikan insentif bagi operator individual
pada trayek yang sama untuk bergabung/
konsolidasi menjadi suatu asosiasi atau koperasi
dalam rangka memenangkan kotrak layanan
trayek dan dengan demikian bertanggung
jawab secara kolektif untuk pengoperasian la-
yanan. Konsolidasi masing-masing operator sa-
ngatlah fundamental untuk pengendalian yang
efektif melalui lisensi/perizinan. Kriteria tender/
lelang juga dapat digunakan yang memberikan
insentif untuk kualitas kendaraan yang lebih
tinggi atau tarif yang reguler.

Perlu diakui bahwa untuk mengubah status
quo, apakah itu untuk merestrukturisasi opertor
milik negara yang tidak efisien dan merugi

terus atau untuk mengkonsolidasikan operator
bus dan meningkatkan layanan paratransit ber-
kualitas rendah, diperlukan tingkat kemanan
politik dan kemampuan kelembagaan yang
cukup besar.
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